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IKHTISAR 

Skripsi ini berjudul : “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 

36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA 

PENYAPU JALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 

(Studi Kasus Labuhanbatu)”. upah adalah uang dan berbagai hal yang 

dibayarkan sebagai pembalas jasa atau kompensasi tenaga karena sudah 

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 1 Ayat 

(1) Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan dan Ayat (2) Pekerja/Buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan 

demikian Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai perusahan atau pemberi 

kerja harus memenuhi hak-hak pekerja penyapu jalan dimana pemerintahan 

kabupaten labuhanbatu sudah seharusnya menerapkan Peraturan pemerintah 

tersebut. Namun Pemerintahan Kabupaten labuhanbatu belum menjalankan atau 

menerapkan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Hal ini diketahui di 

lapangan masih ada terdapat pekerja penyapu jalan belum memperoleh hak-

haknya. para pekerja penyapu jalan ini telah menyelesaikan pekerjaannya namun 

upah mereka belum dibayar. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu 

adanya penelitian, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas 

tentang bagaimana implementasi peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang 

pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu dan 

bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah 

No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Penyapu Jalan di Kabupaten 

Labuhanbatu. dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan 

dengan apa yang terjadi pada masyarakat. Kemudian terjun langsung kelapangan 

melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga 

dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, 

menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Data primer 

didapatkan dari wawancara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kabupaten Labuhanbatu dan Para Pekerja Penyapu Jalan. Data sekunder 

didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan 

penelitian. Data tersier didapatkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan 

sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan 

pemerintah No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Pekerja Penyapu 

Jalan di kabupaten labuhanbatu belum terlaksana, berdasarkan yang penulis amati 

bahwa upah pekerja penyapu jalan belum dibayar dikarenakan faktor keuangan 

daerah (financial) yang tidak stabil sehingga Pemerintahan Kabupaten 

Labuhanbatu tidak sanggup untuk membayar upah penyapu jalan. Dari perspektif 

fiqh siyasah masuk kedalam konteks siyasah dusturiyah yaitu membahas masalah 

perundang-undangan Negara. seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus 
tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun kita disarankan 

untuk menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikannya pekerjaannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Problematikal ketenagakerjaan/perburuhanl sepanjang masal tidak pernahl 

selesai, sering kali terjadi masalah l perlindungan, lpengupahan, kesejahteraan, 

lpembinaan, dan pengawasanl ketenagakerjaan. Hall ini lebihl diakibatkan 

kelemahanl pemerintahan secaral sistemik dalaml mengimplementasikan lundang-

undang lketenagerjaan, bahkan cendrungl ada lpenyimpangan, hal lainl masalah 

koordinasil dan kinerjal antar lembagal pemerintahan beluml optimal danl masih 

sangatl memprihatinkan sehingga l masih banyakl pekerja/buruh l yang masih l belum 

mendapatkanl haknya.1 

Mendapatkanl upah merupakanl tujuan utama daril pekerja dalaml 

melakukan lpekerjaan. Setiap lpekerja/buruh sangat mengharapkan l adanya 

pemberian upahl yang setimpal untuk memenuhi kehidupannya dengan apa yang 

dikerjakan. Upahl memegang perananl yang sangat pentingl dan merupakanl ciri 

khasl suatu hubungan l yang disebutl hubungan lkerja, bahkan dapatl dikatakan upahl 

merupakan tujuanl utama daril seorang pekerjal melakukan pekerjaanl pada orangl 

atau badanl hukum llain. Karena itulahl pemerintah turutl serta dalaml menangani 

masalahl pengupahan inil melalui berbagail kebijakan yangl dituangkan dalaml 

peraturan pemerintah. 

Perusahan sebagai pemberi kerja wajibl membayar upahl kepada paral 

pekerjanya secaral teratur sejakl terjadinya hubungan l kerja antara pekerja atau 

                                                             
1 Arian Sutedi, Hukum Perburuhan Hukum (Jakarta : Sinar Grafika,2009), hal.142. 
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buruhl dengan pengusaha l dan berakhirl pada saatl putusnya hubungan l kerja.2 

Hubungan l kerja menurutl Pasal 1 ayatl (8) Peraturanl Pemerintah No. 36 tahunl 

2021 tentangl Pengupahan adalahl hubungan (lhukum) antara pengusaha dengan 

pekerjal atau buruh berdasarkanl perjanjian lkerja, yang mempunyai unsur l 

pekerjaan, upahl dan lperintah. Dengan ldemikian, hubungan kerjal tersebut adalahl 

suatu labstrak, sedangkan perjanjianl kerja adalahl sesuatu yangl konkret. Denganl 

adanya perjanjianl kerja akanl lahir lperikatan. Dengan katal lain, perikatanl yang 

lahirl karena adanya l perjanjian kerjal inilah yangl merupakan hubunganl kerja. 

Dilihatl dari sejarahl lahirnya hubunganl Kerja Ketenagakerjaanl di 

Indonesial diawali denganl masa yangl suram, yaitu l adanya perbudakanl dan rodi l 

yang menimbulkanl keprihatinan padal masa litu. Perbudakan merupakanl suatu 

hubunganl kerja dimanal seseorang disebutl budak melakukanl pekerjaan dibawah 

perintahl orang lainl dan tidakl memiliki hakl atas lhidupnya.3 

Dalaml Peraturan Pemerintahl No. 36 Tahunl 2021 pasall 1 ayat (2) 

menyatakan bahwa “ lPekerja/buruh adalahl setiap orangl bekerja denganl menerima 

upahl atau imbalanl dalam bentukl lain”.4 Upahl merupakan satul aspek yangl sangat 

sensitifl di dalaml suatu pekerjaan. Berbagail pihak yangl terkait melihatl upah daril 

sisi lmasing-masing yangl berbeda. lPekerja/buruh melihatl upah sebagail sumber 

penghasilanl guna memenuhil kebutuhan hidupl pekerja/buruhl dan lkeluarganya. 

Secara psikologisl upah juga l dapat mejadikan dorongan kesejahteraan suatu 

pekerja atau buruh.  

                                                             
2Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Rrafindo Persada, 

2008), hal. 154.  
3Hardjan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003), hal.11. 
4Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. 
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Upahl bukan sajal mempunya fungsi l ekonomis sebagail imbalan atau jasa l 

kerja yangl diberikan, melainkan juga l memiliki fungsil sosial danl insentif untuk 

pendorongl suatu lpekerja/buruh untuk l bekerja lebih baik dan lproduktif. Pada 

dasarnya suatu perusahaan atau instansi harus dapat l memenuhi harapanl 

pekerja/buruhl mengenai upahl serta fasilitasl lainnya. 

Peraturanl Pemerintah lNo. 36 Tahunl 2021 pasall 5 ayat l (1) "Kebijakanl 

pengupahan ditetapkanl salah satul upaya mewujudkanl hak lPekerja/Buruh atas l 

penghidupan yangl layak bagi l kemanusiaan" dan sebagaimanal juga telah diaturl di 

dalaml pasal 40 ayat l (1) menyatakan bahwa: “Upah l tidak dibayar apabila 

pekerja/buruhl tidak masukbekerja ldan/atau tidak melakukan pekerjaan.” 

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa pekerja/buruh berhak 

menerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk memenuhi pengidupan 

yang layak bagi kemanusian. Adapun yang dimaksud penghidupan yang layak 

adalah: (1) Upahl minimum, (2) Strukturl dan skalal Upah, (3) Upah l kerja lemburl 

(4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan 

tertentu, (5) Bentukl dan caral pembayaran lUpah, (6) lHal-hal yangl dapat 

diperhitungkanl dengan lUpah, (7) Upahl sebagai dasarl perhitungan ataul 

pembayaran hakl dan kewajibanl lainnya5 

Kebijakanl pengupahan diatas untukl pencapaian penghasilanl yang 

memenuhil penghidupan yangl layak bagil kemanusiaan yakni pekerja/buruh. 

Peraturanl Pemerintah lNo. 36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan tersebut juga 

menjelaskan setiapl pekerja/buruhl berhak memperolehl upah yangl sama untukl 

                                                             
5Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. 



4 

 

 

pekerjaan yangl sama danl tidak adal melakukan pembedaan antara pekerja/buruh 

satu sama lainnya atau diskriminasi. Namun dalam hal ini pekerja di Indonesia 

sering kali tidak memperoleh hak-hak mereka. Diantaranya gaji yang tidak 

dibayar selama mereka bekerja. Padahal dalam Peraturan Pemerintah pasal 2 ayat 

(3) menjelaskan bahwa "Setiap l Pekerja/Buruh l berhak memperolehl Upah yangl 

sama untukl pekerjaan yangl sama lnilainya. "Namun yangl terjadi di lapangan 

masih adanya pasal dari Peraturan Pemerintah tersebut yang belum 

diimplementasikan khususnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. 

Kabupaten Labuhanbatu adalahl salah satul kabupaten yangl berada dil 

provinsi Sumatera lUtara, Indonesia. Ibu l kota kabupatenl ini terletakl di Rantaul 

Parapat. Padal tahun 2021, pendudukl kabupaten Labuhanbatul berjumlah 493.899 

ljiwa, dengan kepadatanl 193 ljiwa/km2.6 Dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu 

sangat mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dengan memperkerjakan tenaga 

kerja kebersihan yang dipekerjakan di Kabupaten Labuhanbatu. 

Bapak Supardi Sitohang selaku Kabid Pengelolaanl sampah danl Limbah di 

Dinasl Lingkungan Hidup l (DLH) Kabupatenl Labuhanbatu menyebut ada 235 

tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan di jajaran DLH Kabupaten 

Labuhanbatu. Penyapu jalan 149 orang, supir truk sampah 16, kernet truk 48, 

supir becak bermotor (betor) sampah 3, di TPA 3 orang (penjaga TPA 1, supir alat 

berat 1 dan mandor TPA 1), mandor truk sampah 1, mandor penyapu jalan 3 

(pagi, siang, malam), Pengutip retribusi sampah 12.7 Permasalahan yang terjadi di 

                                                             
6https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu. di akses pada tanggal 1 

november 2021 
7https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Penyapu-Jalan-Datangi-PolresLabuhanbatu-

-Laporkan-Penggelapan-Gaji-Tukang-Sapu-di-DLH. di akses pada tanggal 1 november 2021 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu
https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Penyapu-Jalan-Datangi-PolresLabuhanbatu--Laporkan-Penggelapan-Gaji-Tukang-Sapu-di-DLH
https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Penyapu-Jalan-Datangi-PolresLabuhanbatu--Laporkan-Penggelapan-Gaji-Tukang-Sapu-di-DLH
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Kabupaten Labuhanbatu yaitu adanya pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah 

Tentang Pengupahan yang tidak diimplementasikan. Melihat kejadian dilapangan 

masih ada terdapat para pekerja petugas kebersihan di Kabupaten Labuhanbatu 

yang belum mendapatkan hak-haknya. 

Nasib memang selalu berada pada orang bawah seperti yang terjadi di 

Labuhanbatu para pekerja penyapu jalan yang telah menyelesaikan pekerjaannya 

namun sayangnya gaji mereka belum dibayarkan. para pekerja penyapu jalan 

tersebut bekerja di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan 

Kabupaten Labuhanbatu. 

Kejadian ini sempat marak di Kabupaten Labuhanbatu dan diketahui pada 

tanggal 9 februari tahun 2021, dimana pada waktu tersebut ada terdapat Pekerja 

Penyapu jalan mendatangi dan melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres 

Labuhanbatu. Para pekerja penyapu jalan sangat kesal terhadap upah Pekerja 

penyapu jalan yang belum dibayar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kabupaten Labuhanbatu padahal para pekerja penyapu jalan tersebut telah 

melakukan pekerjaannya. 

Kepalal Dinas Lingkunganl Hidup (lDLH) Labuhanbatu Nasrullahl juga 

mengakuil bahwa gaji penyapu jalan belum terbayar.8 Supardi Sitohang selaku 

Kabid Pengelolaan sampah dan Limbah DLH juga mengakui para penyapu jalan 

itu belum menerima gaji bulan dalam 1 bulan. Melihat permasalah ini Para 

pekerja penyapu jalan beramai-ramai membuatl pengaduan kel Sentra Pelayanan l 

Kepolisian Terpadul (SPKT) Polresl Labuhanbatu, hari selasa 9 Februari 2021 

                                                             
8 https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Seribuan-Tenaga-Kontrak-dan-Honorer-

Pemkab-Labuhanbatu-Belum-Terima-Gaji-3-Bulan. di akses pada tanggal 1 november 2021 

https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Seribuan-Tenaga-Kontrak-dan-Honorer-Pemkab-Labuhanbatu-Belum-Terima-Gaji-3-Bulan
https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Seribuan-Tenaga-Kontrak-dan-Honorer-Pemkab-Labuhanbatu-Belum-Terima-Gaji-3-Bulan
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sekira pukul 13.30 WIB. Namun sayangnya, pihak Polres Labuhanbatu belum 

bisa menerima laporan mereka. 

Melihat permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu ini tidak menerapkan ketentuan pada 

Peraturanl Pemerintah Nomorl 36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan terhadap 

Upahl Pekerja Penyapu Jalan yangl tidak dibayar di kabupaten Labuhanbatu 

sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) ‘Upah l adalah hakl Pekerja/Buruh l 

yang diterimal dan dinyatakanl dalam bentukl uang sebagai l imbalan daril 

Pengusaha ataul pemberi kerjal kepada lPekerja/Buruh yangl ditetapkan danl 

dibayarkan menurutl suatu Perjanjianl Kerja, Kesepakatanl atau peraturanl 

perundang-lundangan, termasuk tunjanganl bagi lPekerja/Buruh danl keluarganya 

atasl suatu pekerjaanl dan/ataul jasa yangl telah akanl dilakukan.’ Ayat (2) 

‘lPekerja/Buruh adalahl setiap orangl yang bekerjal dengan menerimal upah ataul 

imbalan dalaml bentuk llain.” Pasal 2 ayat (1) “Setiap l Pekerja/Buruh l berhak atasl 

penghidupan yangl layak bagi l kemanusiaan.” Ayat (2) “Setiap l Pekerja/Buruhl 

berhakmemperoleh perlakuanl yang samal dalam penerapanl sistem pengupahanl 

tanpa ldiskriminasi.” Ayat (30) “Setiapl Pekerja/Buruhl berhak memperolehl Upah 

yangl sama untukl pekerjaan yangl sama lnilainya.” 

Para lpekerja/buruh sebagai l pihak yangl lemah terkadangl sangat dirugikanl 

dan telah di diperlakukanl secara tidakl adil olehl perusahaan ataupun instansi 

sebagail pemberi kerjal yang memberlakukan lpekerja/buruhnya secaral semena-

lmena, tidak diimplementasikannya Peraturan Pemerintah tersebut membuat 

pekerja/buruh tidak memenuhi haknya. 
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Menurut Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan l Pemerintah lNo. 

36 Tahunl 2001 Tentangl Pengupahan terhadap upahl pekerja penyapu Jalan Yangl 

Tidak Dibayar bahwa Fiqhl Siyasah memiliki peranl untuk melakukanl kebijakan 

politikl untuk menciptakan kemaslahatan yangl tidak bertentangan dengan dasar 

agama maupun syari’at Islam. 

Dalam permasalahan ini kajian l fiqh siyasah l termasuk kedalam siyasahl 

dusturiyah yangl artinya membahasl masalah lperundang-undangan lnegara. Abdul 

Wahhabl Khallaf mendefinisikanl bahwa siyasahl adalah pengaturanl perundang-

undanganl yang diciptakanl untuk memeliharal ketertiban danl kemaslahatan sertal 

mengatur lkeadaan.9 Dengan demikianl Siyasah Dusturiyahl adalah bagianl Fiqh 

Siyasahl yang membahasl masalah lperundang-undangan Negaral agar sejalanl 

dengan lnilai-nilai lsyari’at. Artinya, lundang-undang itul mengacu terhadapl 

konstitusinya yangl tercermin dalaml prinsip-prinsip l Islam dalaml hukum-hukum l 

syari’at yangl disebutkan dil dalam lAl-Qur'an danl yang dijelaskanl Sunnah lNabi, 

baik mengenail akidah, libadah, akhlak, muamalahl maupun berbagail macam 

hubunganl yang llain.10 

lPrinsip-prinsip yangl diletakkan dalaml perumusan lundang-undang dasar l 

adalah jaminanl atas hakl asasi manusial setiap anggotal masyarakat danl persamaan 

kedudukanl semua orangl di matal hukum, tanpal membeda-bedakanl stratifikasi 

lsosial, kekayaan, pendidikanl dan lagama. Sehingga tujuanl dibuatnya peraturanl 

perundang-undangan l untuk merealisasikanl kemaslahatan manusia l dan untukl 

                                                             
9Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. hal. 4. 
10 Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur`an dan Sunnah Alih 

Bahasa Kathun Suhadi, hal. 154. 
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memenuhi kebutuhanl manusia yangl merupakan prinsipl Fiqh Siyasahl akan 

ltercapai.11 

Atasl hal-hal l di ataslahl siyasah dusturiyahl dikatakan sebagail bagian daril 

Fiqh Siyasahl yang membahasl masalah lperundang-undangan lNegara. Yang lebihl 

spesifik lingkupl pembahasannya mengenail prinsip dasarl yang berkaitanl dengan 

bentukl pemerintahan, aturanl yang berkaitanl dengan lhak-hak rakyat l dan 

mengenail pembagian lkekuasaan. 

Berkaitan dengan hal ltersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah l diatas 

mempertegas implementasi dari Peraturanl Pemerintah lNo. 36 Tahunl 2021 

Tentangl Pengupahan terhadap Upahl Pekerja Penyapu Jalan Yangl Tidak Dibayar 

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu 

sebagail bagian daril aparatur daerahl memiliki tugasl dan fungsi l yang sangat l 

penting dalaml mensejahterakan pekerja/buruh. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu harusl mampu melaksanakanl tugasnya 

denganl sebaik mungkinl sesuai denganl ketentuan danl tugas yang berlaku 

sebagaimana telah diatur di dalaml Peraturan Pemerintahl No. 36 Tahunl 2021 

Tentangl Pengupahan yang Dimana Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki 

tanggung jawab dalam memberikan hak-hak mereka terhadap upah pekerja 

Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu yang belum dibayar. Tinjauanl siyasah 

dusturiyahl yang membahasl permasalahan lperundang-undangan yang akanl 

mengintegrasikan kembali konsep dari l Undang-undangl tersebut. Dil dalam lAl-

qur’an lAn-Nisa Ayat l 58, Allah berfirman: 

                                                             
11A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari`ah. hal. 47. 
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 (٨٥:  ٤/  النساء) 
Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, 

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Melihat. 12 

 

(Sesungguhnya l Allah menyuruh l kamu untukl menyampaikan lamanat) 

artinya lkewajiban-kewajiban yangl dipercayakan daril seseorang (kepadal yang 

berhakl menerimanya) ayatl ini turunl ketika Alil R.A hendak mengambill kunci 

Kakbah l dari Usmanl bin Thalhahl Al-Hajabil penjaganya secaral paksa yakni l ketika 

Nabil saw. datangl ke Mekahl pada tahunl pembebasan. Usmanl ketika itul tidak maul 

memberikannya lalul katanya, "Seandainya l saya tahul bahwa ial Rasulullah 

tentulahl saya tidakl akan lmenghalanginya." Maka Rasulullahl saw. punl menyuruh 

mengembalikanl kunci itul padanya seraya l bersabda, "Terimalahl ini untukl selama-

lamanyal tiada lputus-putusnya!" Usmanl merasa heranl atas hall itu lalul 

dibacakannya ayat l tersebut sehinggal Usman punl masuk lIslamlah. Ketika akanl 

meninggal kuncil itu diserahkanl kepada saudaranya l Syaibah lalul tinggal padal 

anaknya. Ayat l ini walaupunl datang denganl sebab khususl tetapi umumnya l 

berlaku disebabkanl persamaan dil antaranya (danl apabila kamul mengadili dil 

antara manusial) maka Allahl memerintahkanmu (agarl menetapkan hukuml dengan 

                                                             
12 Kementerian Agama. Alquran dan Terjemahan. (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 

2014). hal 87 



10 

 

 

ladil. Sesungguhnya Allahl amat baikl sekali) padal ni`immaa diidgamkanl mim 

kepadal ma, yaknil nakirah maushufahl artinya ni`mal syaian ataul sesuatu yangl 

amat baikl (nasihat yangl diberikan-Nya l kepadamu) yakni l menyampaikan amanatl 

dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya l Allah Mahal Mendengar) 

akan semua perkataan (lagi l Maha Melihatl) segala perbuatan. 

Dalaml ajaran lIslam, telah banyak l di jelaskanl tentang pentingnyal masalah 

pemerintahanl baik yangl menyangkut urusanl duniamaupun urusanl akhirat , hall ini 

dikarenakanl adanya pendapatl bahwa Islaml adalah agamal yang lkomprensif, 

didalamnya terdapat l sistem lketatanegaraan, sistem lekonomi, sistem sosial l dan 

lain-lain. 

Berdasarkan hal tersebut maka l peneliti tertarikl untuk melakukanl 

penelitian mengenai l "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 

Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)" 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Peraturanl Pemerintah lNo. 36 Tahunl 2021 

Tentangl Pengupahan Terhadap Upahl Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten 

Labuhanbatu? 

2. Bagaimanal Pandangan Fiqh l Siyasah Terhadapl Implementasi Peraturanl 

Pemerintah lNo. 36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan Terhadap Upah 

Pekerja Penyapu Jalan? 

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 
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Berawall dari pokok l permasalahan ldiatas, maka suatul penelitian harusl 

mempunyai tujuanl dan kegunaan yangl jelas sehingga l dapat memberikanl arah 

dalaml pelaksanaan penelitianl tersebut. Adapunl tujuan dan kegunaan penulisl 

adalah sebagail berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untukl Mengetahui Bagaimana Implementasi l PP No. 36 Tahun 2021 

Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di 

Kabupaten Labuhanbatu. 

b) Untuk Mengetahui Pandangan Fiqhl Siyasah Terhadapl Implementasi 

PP lNo. 36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan Terhadapl Pekerja 

Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Secaral Teoritis, penelitianl ini diharapkanl dapat memberikanl informasi 

bagil pengembangan ilmul pengetahuan lhukum, pemerintahan danl 

politik sertal sistem lketatanegaraan, khususnya yangl berkaitan denganl 

Hukum Tatal Negara. Untuk l menghadirkan polal pemikiran barul dalam 

pemikiranl politik, khususnyal yang berkaitanl dengan politikl Islam dil 

lingkungan civitas akademisl atau perguruanl tinggi dan l pola pemikiranl 

baru sebagail sumbangsih pustakal dalam siyasahl atau Hukum l Tata 

lNegara. 

b) Secaral Praktis, Penelitianl ini dapatl berguna sebagail informasi kepadal 

masyarakat maupun aparatur daerah tentangl betapa pentingnya 

memberikanl upah kepadal pekerja yangl telah menyelesaikanl 
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pekerjaannya sesuai peraturanl pemerintah no. 36 tahunl 2021 danl 

penelitian inil berguna untuk l mengetahui penyebabl tidak ketidakl 

implementasi peraturan pemerintah lno. 36 tahunl 2021 tentangl 

pengupahan terhadap pekerja pennyapu jalan di kabupaten 

labuhanbatu. 

D. Kajian Terdahulu 

Dalaml kajian terdahulul ini penelitil belum menemukanl penelitian ataul 

tulisan yangl secara spesifikl membahas "Implementasi Peraturan l Pemerintah lNo. 

36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan Terhadap Upahl Pekerja Penyapu Jalan 

Ditinjaul dari Perspektif Fiqh l Siyasah (Studil Kasus dil Kabupaten Labuhanbatu). 

Namunl demikian adal judul skripsil yang berkaitanl dengan judull penelitian 

diantaranya l yaitu: 

1. Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Muarifah (2015) 

Fakultasl Syari'ah Danl Hukum Universitasl Islam Negeri l Sunan Kalijaga 

Yogjakarta, yangl berjudul “Tinjauanl Hukum Terhadapl Sistem 

Pengupahanl Pada Industri l Tahu Di l Desa lGalih, Kecamatan Gemuhl 

Kabupaten lKendal”. 

Kesimpulan skripsil diatas sisteml pengupahan pada industri pada l kedua 

industril tahun dil desa lgalih, kecamatan lgemuh, kabupaten kendall belum 

sesuail dengan ketentuanl dan peraturanl perundang-undangl tentang . 

lketenagakerjaan. 

2. Penelitian yang ditulis dalam skripsi oleh Siti Maesaroh (2019) Fakultasl 

Syariah Dan l Hukum Universitasl Islam Negeri l Raden Intan l Lampung, 
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yang berjudul “Tinjauanl Hukum Islaml Terhadap Praktikl Upah Kerjal 

Buruh Cangkull (Studi di Kampung Argomulyol Kecamatan Banjitl 

Kabupaten Wayl Kanan)” 

Kesimpulan skripsi ini Praktik l upah kerjal buruh cangkul l yang di l 

tangguhkan tidakl memenuhi syarat l dalam akadl upah lkerja. Sebab upahl 

yang menjadil objek pembayaran l belum jelasl berapa banyakl padi yangl 

akan diterimal oleh buruhl sebab hasill tanaman padil belum dapatl 

dipastikan hasilnya l bagus ataul malah lgagal. Upah kerjal buruh cangkull 

yang terjadil di Kampungl Argomulyo Kecamatanl Banjit Kabupatenl Way 

Kananl tampaknya mengandungl unsur ketidakpastianl dan unsur l Gharar 

yangl dalam Islaml dilarang keberadaannyal karena dapatl merugikan salahl 

satu pihakl selain itul mudharatnya lebihl besar dirasakanl oleh paral buruh 

daril pada lkemaslahatannya. 

3. Penelitianl yang ditulisl dalam bentukl jurnal hukuml oleh Putu Gde Aditya 

(2018) Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul 

”Keterlambatanl Pembayaran Upah l Pekerja Olehl Pt Boma l Bisma Indral 

(Persero) Surabaya l Menurut lUndang–Undang Nomor 13 Tahun l 2003 

Tentangl Ketenagakerjaan”. 

Kesimpulan Jurnal diatas faktorl  penyebab  terlambatnya l pembayaran  

upahl  pekerja  olehl PT   Bomal   Bisma   Indra l   (Persero) Surabaya l yaitu 

Faktorl Ekonomis, dimanal Cash Inflowl yang masuk l ke perusahaanl tidak 

sesuail  dengan  rencanal  atau  targetl  keuangan  yangl  ditetapkan padal 

bulan yangl bersangkutan. Arusl kas keuanganl yang masuk l tidak 
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sepenuhnyal hanya digunakanl untuk membayar l upah lpekerja/buruhnya  

lsaja, melainkan jugal digunakan untukl kepentingan gunal keberlangsungan 

lperusahaan. 

Dari kajian terhadulul yang penulisl paparkan ldiatas, maka penulisl tidak 

menemukanl kesamaan judull dari beberapal literatur yangl telah penulisl baca 

sesuail ”IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 

2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP UPAH PEKERJA 

PENYAPU JALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 

(Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)”. Sehingga l penelitian masihl relevan 

untukl dikaji lebihl mendalam. 

E. Kerangka Teori 

Untukl memperjelas danl memperdalam pembahasanl tema, penulisl 

menggunakan konsep l dan lteori, dalam hall ini yangl dimaksud merupakanl butir-

butirl pendapat, lteori, tesis yangl berguna sebagail pegangan yangl merupakan 

masukanl eksternal bagil penyusun skripsi l ini antaral lain: 

a) Konsep Implementasi 

Implementasil apabila dikaitkanl dengan kebijakanl adalah bahwal 

sebenarnya kebijakanl itu tidakl hanya dirumuskanl lalu dibuatl dalam suatul bentuk 

positifl misalnya yangl menyangkut skripsil ini adalahl peraturan berbentukl 

Peraturan Pemerintah lNo. 36 Tahunl 2021 Tentang Pengupahan danl kemudian 

didiamkanl dan tidakl dilaksanakan ataul diimplementasikan, tetapi l sebuah 

kebijakanl harus dilaksanakanl atau diimplementasikan l agar mempunyai l dampak 

ataul tujuan yangl diinginkan. Menurut l Nurdin lUsman, implementasi adalahl 
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bermuara padal aktivitas, laksi, tindakan ataul adanya mekanismel suatu lsistem, 

implementasi bukanl sekedar laktivitas, tapi suatul kegiatan yangl terencana danl 

untuk mencapail tujuan lkegiatan.13 

b) Pengupahan 

Menurutl Soemarso upahl didefinisikan sebagail imbalan kepadal buruh 

yangl melakukan pekerjaanl kasar danl lebih banyakl mengandalkan kekuatanl fisik 

danl biasanya jumlahnyal ditetapkan secaral harian, satuanl atau lborongan.14 

Pendapat yangl sama jugal diungkapkan olehl Mulyadi yangl mengemukakan 

lbahwa, upah umumnya l merupakan pembayaran l atas penyerahanl jasa yangl 

dilakukan olehl karyawan pelaksanal (buruh).15 

Pendapatl lain tentangl upah diungkapkanl oleh Dianal dan Setiawatil yang 

mendifinisikanl bahwa, upahl diberikan atasl dasar kinerjal harian, biasanya l praktik 

inil ditemukan padal pabrik. Upah l adakalanya juga l didasarkan padal unit produkl 

yang ldihasilkan.16 

Selanjutnyal teori upahl menurut pakarl ekonomi Islaml Muhammad Sharifl 

Chaudhry, menyatakanl bahwa istilahl upah dapatl digunakan dalaml pengertian 

sempitl maupun lluas. Dalam artil luas, istilahl itu berartil pembayaran yangl 

diberikan sebagail imbalan untukl jasa tenagal kerja.Lebihl lanjut Chaudhryl 

                                                             
13 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, 

hal. 70. 
14 Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Kelima (Jakarta : Salemba Empat, 2009), 

hal. 307. 
15 Mulyadi, Sistem Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 373. 
16 Anastasia Diana, Lilis Setiawati. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses 

dan Penerapan. Edisi I (Yogyakarta: Andi Yogyakarta,2011), hal. 174. 
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menjelaskan dalaml arti lsempit, upah didefinisikanl sebagai sejumlahl uang yangl 

dibayarkan olehl majikan kepadal pekerjanya untukl jasa yangl dia lberikan.17 

F. Hipotesis 

Berdasarkan kajian yang diuraian yang dikemukakanl dalam kerangkal 

pemikiran inilahl peneliti membangunl dan menyusun l hipotesis sebagai l jawaban 

yangl bersifat sementaral atas permasalahan yangl diajukannya. Olehl karena itul 

berdasarkan penelitian ini masih ada  terdapat di lapangan para pekerja penyapu 

jalan di kabupaten labuhanbatu yang telah melakukan kewajibannya sebagai 

pekerja namun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten 

Labuhanbatu sebagai pemberi kerja belum membayar Upah pekerja penyapu jalan 

tersebut. Sehingga praktinya dalam l Peraturan Pemerintahl No. 36 Tahun l 2021 

Tentangl Pengupahan belum terlaksana. 

G. Metode Penelitian 

Metodel penelitian adalahl suatu caral atau jalanl yang digunakan l dalam 

lmencari, menggali, mengolah l dan membahasl data dalaml suatu penelitianl untuk 

memperolehl kebenaran datal dalam lpenelitian.18 

Metodel yang digunakanl dalam penelitianl skripsi inil adalah Metode 

Penelitianl empiris (lapangan) ataul Non Doktrinal yaitul penelitian secaral 

sosiologis sebagai l suatu gejalal empiris yangl dapat diamatil dalam kehidupanl yang 

kejadiannya secara nyata (riel).19 

                                                             
17Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), hal. 197. 
18Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar (Medan: Perdana Publishing, 2017), 

hal. 8. 
19Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: 

Prena Damedia Group (2016), hal. 39. 
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a) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

(a) Jenis Penelitian 

Jenisl penelitian inil merupakan penelitianl hukum yuridisl empiris. 

Penelitianl hukum yuridisl empiris yaitul mengkaji ketentuanl hukum yangl berlaku 

yang dikaitkandengan apa l yang terjadil pada lmasyarakat.20 Dengan demikianl 

dalam hall ini yuridisl yang digunakan l yaitu untukl menganalisa berbagai l peraturan 

lperundang-undangan sepertil dalam hall ini Peraturan Pemerintah lNo. 36 Tahunl 

2021 Tentangl Pengupahan sedangkanl empirisnya digunakan l untuk menganalisal 

kejadian lapanganl dimana para pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu 

yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun upah mereka belum dibayarkan 

yang seharusnya hak-hak mereka dipenuhi. 

Olehl sebab itul penelitian yuridis l empiris inil juga seringl disebut denganl 

penelitian lapanganl (field lreseach). Penelitian lapanganl (field lresearch), yaitu 

suatul penelitian yangl dilakukan terhadapl kedaan lsebenarnya/nyata yangl terjadi 

dil masyarakat untukl meneliti objekl di lapanganl untuk mendapatkanl data yangl 

jelas sertal konkret tentangl hal-hall yang berhubunganl dengan permasalahanl yang 

dil teliti denganl menggunakan pendekatanl sosial (sociall approuch). Dalaml 

penelitian lapanganl perlu dil tentukan populasi21 danl sampel.22 Makal dalam 

                                                             
20Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 

126. 
21Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah 

yang menjadi sasaran penelitian. 
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skripsinya l populasinya adalahl seluruh komponenl yang mengetahuil tentang 

Pengupahan.23 

(b) Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian inil adalah penelitianl kualitatif, yaitu l penelitian yangl 

menghasilkan datal deskriptif berupal kata-katal tertulis ataul lisan daril orang-orangl 

dan perilakul yang dapatl diamati dil lapangan.24 Dalaml penelitian kualitatifl perlu 

menekankanl pada pentingnya l kedekatan denganl orang-orangl dan situasi l 

penelitian, agarl peneliti memperolehl pemahaman jelasl tentang realital dan kondisil 

di llapangan. Pendekatan kualitatifl adalah suatul pemecah masalahl yang diselidikil 

dengan menggambarkanl keadaan subjekl atau objekl dari suatul penelitian, 

sehinggal sifat kualitatifl dalam penelitianl ini dapatl mengidentifikasi sesuai l 

dengan fokusl penelitian.25 

b) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu, alasanya diadakan 

dilokasi tersebut anatara lain: karena l di lokasil tersebut terdapatl permasalahan 

yangl sesuai dengan l penelitian, karenal dilokasi dapatl tersedia cukupl berbagai 

sumberl data yangl dibutuhkan saatl penelitian. 

c) Jenis Data dan Sumber 

                                                                                                                                                                       
22Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan 

adalah Purposive Sampling yaitu penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus 

sehingga layak dijadikan sampel. 
23J Lexy, Metodologi Penelitian Hukum (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 

48. 
24Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Ke-III 

(Jogjakarta: ar-ruzz media, 2016), hal. 180. 
25Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya 

Bakti, 2004), hal. 104. 
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Penelitianl Adapun sumberl data yangl digunakan dalaml penelitian hukuml 

normatif danl empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan 

kata kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data 

statistik.Dalaml penelitian inil penulis menggunakan datal primer, datal sekunder, 

danl data tersierl yakni : 

(a) Data Primer adalahl sumber yangl dijadikan objekl utama penelitianl 

yaitu: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten 

Labuhanbatu dan Para Pekerja Penyapu Jalan Kabupaten Labuhanbatu. 

(b) Data Sekunde radalah sumberl data yangl dapat dijadikanl sebagai 

pendukungl data lpokok. Sumber daril data sekunderl dalam penelitianl 

ini diambill dari berbagail refrensi danl buku-lbuku,undang-undangl dan 

hasill penelitian ataul hasil karya l ilmiah, danl tulisan ataul pendapat daril 

para sarjanal hukum mengenail Pengupahan Terhadapl Pekerja/lBuruh. 

(c) Data Tersier adalahl bahan datal yang memberil petunjuk maupunl 

penjelasan mengenail data primerl dan lsekunder.26 Misalnya lseperti: 

Link lInternet, Kamus-lkamus, ensiklopedia, pedomanl EYD, sertal 

penulisan skripsil dan lainl sebagainya yangl erat kaitannya l dengan 

penelitianl permasalahan yangl diteliti. 

d) Metode Pengumpulan Data 

 Metodel pengumpulan datal yang Akanl digunakan adalahl Metode 

Penelitianl Lapangan. Datal lapangan yangl diperlukan sebagail data penunjangl 

diperoleh melalui l informasi danl pendapat-pendapatl dari respondenl yang 

                                                             
26 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Jambi, Syariah Press,2011), hal. 178. 
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ditentukanl secara Purposivel sampling (ditentukanl oleh penelitil berdasarkan 

kemauanyal) dan/ataul random samplingl (ditentukan olehl peneliti secaral 

acak).27maka yang dijadikan metode pengumpulan data adalah: 

(a) Metode Observasi adalahl adalah mengamatil secara langsungl realita 

yangl ada dil lapangan yangl diperlukan dalaml mendukung lpenelitian.28 

Di dalaml penelitian lini, penulis menggunakanl teknik observasi l 

berstruktur denganl melakukan pengamatanl secara langsungl dan 

sistematisl ke lokasil penelitian dil Kabupaten lLabuhanbatu. 

(b) Metode Wawancara adalahl adalah metodel atau caral pengumpulan 

datal dengan caral bertanya langsungl (berkomunikasi langsungl) dengan 

lresponden. Wawancara dilakukanl kepada informanl yaitu lorang-orang 

yangl dianggap banyakl mengetahui permasalahanl yang lterjadi, data 

interviewl dapat diperolehl dari hasill wawancara kepadal responden.29 

Datal hasil wawancaral kepada respondenl yang terdiril dari Kasi 

Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu, Kasi Pengurangan Sampah 

DLH Labuhanbatu, dan Para Pekerja Penyapu Jalan. 

(c) Metode Dokumentasi adalahl mengumpulkan datal melalui lbukti-bukti 

ataul data-datal yang berkaitanl dengan permasalahanl yang lterjadi.30 

Dalam penelitianl ini dokumentasil berupa tulisanl maupun dokumenl 

berupa lfoto-foto pengumpulanl data yangl relevan yangl memiliki 

keterkaitanl dengan permasalahanl yang ditelitil oleh lpeneliti. 

                                                             
27 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 106. 
28Sutrisno Hadi, Metodologi Research: Jilid 2 (Yogyakarta: Andy Offset, 1986), hal.124. 
29Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, hal. 107. 
30 Ibid, hal.108. 
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e) Analisa Data 

Analisisl data adalahl metode untukl mencari danl menyusun secaral 

sistematis datal yang di l peroleh daril hasil lwawancara, catatan lapanganl dan 

dokumentasil sehingga dapatl dipahami olehl diri sendiril maupun orangl lain. Maka l 

analisis datal yang dipergunakanl dalam penelitianl empiris yangl dilakukan 

berdasarkanl kualitatif yakni l menguraikan datal secara berkualitasl dan 

komperhensifl dalam bentukl kalimat yangl teratur, logisl tidak tumpangl tindi, 

efektifl sehingga memudahkanl pemahaman danl interprestasi ldata.31 

Kemudianl teknis analisisl data yangl dipergunakan dalaml penelitian inil 

adalah teknikl deskriptif danl analisis lmasalah-masalah yangl aktual denganl 

membuat gambaranl yang dilakukanl dengan lcara: mengumpulkan ldata, kemudian 

setelahl terkumpul, makal langkah selanjutnyal adalah editingl yaitu pengecekanl 

data yangl telah terkumpull agar terhindarl dari lkesalahan, selanjutnya organizingl 

yaitu mengaturl dan menyusun l dokumentasi sesuail dengan rumusanl masalah, 

kemudianl menganalisa datal yang diperolehl dari wawancaral dan dokumentasil 

mengenai Upah Terhadap Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu 

sehinggal dapat menjadil kesimpulan lumum. Kesimpulan yangl disimpulkan masihl 

bersifat sementara l dan akanl berubah bilal tidak ditemukanl bukti-buktil kuat yangl 

mengandung padal tahap pengumpulanl data lberikutnya. Dengan demikianl 

kesimpulan dalaml penelitian kualitatifl mungkin dapatl menjawab rumusanl 

                                                             
31Ishaq, Metode Penelitin Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hal. 73. 
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masalah yangl dirumuskan lsejakawal, tetapi mungkin l juga ltidak, karena masalahl 

dan rumusanl masalah dalaml penelitian kualitatifl masih bersifatl sementara. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untukl mempermudah pemahamanl terhadap skripsil ini perlul kiranya 

digambarkanl dengan jelasl dan menyeluruhl tentang lsistematika. Sistematika 

penulisanl skripsi merupakanl bagian besarl untuk memberikanl gambaran tentangl 

isi skripsil dan memudahkanl jalan pemikiranl dalaam memahamil secara 

keseluruhanl skripsi. Denganl demikian dalaml penulisan skripsil ini, akanl disusun 

dalaml lima lbab, tiap-tiapl bab akanl terdiri daril beberapa lsub-bab yangl sesuai 

denganl keperluan kajianl yang akanl penulis llakukan. Oleh karenal itu penulisl 

menggunakan sistematika l pembahasan sebagail berikut: 

BAB I : Berisi Pendahuluanl berupa Latarl Belakang Masalah, 

Rumusanl Masalah, Tujuanl dan Kegunaan lPenelitian, Kajian 

lTerdahulu, Kerangka Teori, lHipotesis, Metode Penelitian l dan 

Sistematikal Pembahasan. 

BAB II : Pengertian Implementasi, Tinjauanl Umum PP 36/2021 

Tentangl Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan, 

Dan Upah Terhadap Pekerja ditinjau dari Perspektif Fiqhl 

Siyasah. 

BAB III : Lokasil Penelitian. Dalaml Bab Ini l Akan Menguraikan l 

Mengenai Gambaranl Umum Lokasil Penelitian Kabupaten 

Labuhanbatu Yang Berisi Sejarah Kabupaten l Labuhanbatu, 

Letakl Geografis Kabupatenl Labuhanbatu, Kondisil 
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Demografis Kabupaten Labuhanbatu Danl Pemerintahan 

Kabupatenl Labuhanbatu. 

BAB IV : Hasil l penelitian yangl akan memaparkanl tentang masalahl 

penelitian sertal jawaban-jawabanl daru rumusanl masalah. 

Makal dalam hall ini diuraikanl bagaimana Implementasi l PP 

36/2021 tentang Pengupahan terhadap upah pekerja penyapu 

jalan dil kabupaten Labuhanbatu danl bagaimana pandanganl 

fiqh siyasahl terhadap upah pekerja penyapu jalan di 

kabupaten Labuhanbatu. 

BAB V : Babl ini merupakanl bagian akhirl dari penelitianl yang berisi l 

kesimpulan danl saran terkait dengan permasalahan yang l ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Implementasi 

Secaral etimologi pengertianl implementasi menurut l kamus Websterl yang 

dikutibl oleh Soclihinl Abdul Wahab l adalah menyediakanl sarana untuk l 

melaksanakan sesuatul dan menimbulkanl dampak danl akibat terhadapl sesuatu, 

makal istilah implementasil sering disebutl juga denganl pelaksanaan ataul tindakan 

daril sebuah rencanal yang sudahl disusun secaral matang danl terperinci.32 Denganl 

demikian biasanya l implementasi dilakukanl setelah perencanaanl sudah dianggap 

sempurna.33 

Sedangkanl secara umuml istilah implementasi l dalam Kamusl Besar Bahasa l 

Indonessia ( lKBBI) berarti Pelaksanaanl atau lpenerapan. Istilah implementasi l 

biasanya dikaitkanl dengan suatu l kegiatan yangl dilaksanakan untukl mencapai 

tujuanl tertentu. 

Implementasil bermuara padal aktivitas, laksi, tindakan ataul adanya 

mekanismel suatau lsistem, implementasi bukanl sekedar laktivitas, tapi suatul 

kegiatan yangl terencana danl untuk mencapail tujuan lkegiatan.34Berdasarkan 

pendapatl diatas disimpulkanl bahwa implementasil adalah suatul proses ataul 

pelaksanaan yangl digunakan untukl mentransfer idel atau lgagasan,program ataul 

harapan.Denganl demikian implementasiapabila dikaitkan l dengan kebijakanl 

                                                             
32Soclihin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 64. 
33Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 

hal. 70. 
34Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: balai Pustaka, 

2004), hal. 39. 
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adalah bahwal sebenarnya kebijakanl itu hanya l dirumuskan lalul dibuat dalaml 

suatau bentukl undang-undangl dan kemudianl dilaksanakan ataul 

diimplementasikan, agarl mempunyai dampakl atau tujuanl yang ldiinginkan. 

Sehingga implementasi l kebijakan diartikanl sebagai prosesl untuk melaksanakanl 

kebijakan supaya l mencapai lhasil. Keberhasilan implementasi l merupakan 

tanggungjawab politikl dan hukum l yang membutuhkanl dukungan danl 

pengawasan daril orang-orangl luar aparatl pemerintah. 

Olehl sebab itul menurut Mazmanianl menyebutkan bahwal implementasi 

adalahl pelaksanaan keputusanl kebijakan ldasar, biasanya dalaml bentuk lundang-

undang, namunl dapat pulal berbentuk lperintah-perintah ataul keputusan-

keputusanl yang lpenting, keputusan tersebutl mengidentifikasi maasalah l yang 

ingin l diatasi.35 

B. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 

Peraturanl Pemerintah No. 36 tahunl 2021 tentangl Pengupahan adalahl 

kebijakan pemerintahl untuk mengaturl isu-isul strategis mengenail bentuk lUpah, 

Upah bagil Pekerja/lBuruh, Upah minimuml dan Upahl bagi lPekerja/Buruh padal 

usaha mikrol dan usahal kecil. Upahl adalah hakl Pekerja/Buruh l yang diterimal dan 

dinyatakanl dalam bentukl uang sebagail imbalan daril Pengusaha ataul pemberi 

kerjal kepada lPekerja/Buruh yangl ditetapkan danl dibayarkan menurutl suatu 

Perjanjian lKerja, kesepakatan, ataul peraturan perundang-lundangan, termasuk 

tunjanganl bagi lPekerja/Buruh danl keluarganya atas l suatu pekerjaanl dan/ataul jasa 

yangl telah ataul akan ldilakukan. 

                                                             
35Soclihin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara, hal. 56. 
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Peraturan Pemerintah No. 36 tahunl 2021 tentangl Pengupahan membahasl 

kebijakan dalaml kebijakan lpengupahan; penetapan Upahl berdasarkan satuanl 

waktu ldan/atau satuanl hasil; strukturl dan skalal Upah; Upahl minimum; Upahl 

terendah padal usaha mikrol dan usahal kecil; pelindunganl Upah; bentukl dan caral 

pembayaran lUpah; hal-hall yang dapatl diperhitungkan denganl Upah; Upahl 

sebagai dasarl perhitungan ataul pembayaran hakl dan kewajibanl lainnya; dewanl 

pengupahan; danl sanksi ladministratif.36 

Upahl merupakan salahl satu unsur l esensial dalaml Hubungan lKerja, 

mengingat keberadaanl Upah selalul dikaitkan denganl sumber penghasilanl bagi 

lPekerja/Buruh untukl mencapai derajatl penghidupan yangl layak bagi l dirinya danl 

keluarganya. Peraturan Pemerintah No. 36 tahunl 2021 tentangl Pengupahan 

sebagail regulasi bidangl pengupahan dituntutl untuk menjawabl tantangan 

dinamikal globalisasi danl transformasi teknologil informasi yangl berdampak 

terhadapl perubahan tatananl sosial danl ekonomi, termasukl perubahan polal 

Hubungan Kerjal di bidangl ketenagakerjaan. 

lPekerja/Buruh adalahl setiap orangl yang bekerjal dengan menerimal Upah 

ataul imbalan dalaml bentuk llain. Hak lPekerja/Buruh atasl Upah timbull pada saatl 

terjadi Hubungan l Kerja antaral Pekerja/Buruh l dengan Pengusaha l dan berakhirl 

pada saatl putusnya Hubungan l Kerja. lHak-hak setiapl Pekerja/Buruh l dalam 

Peraturan Pemerintah No. 36 tahunl 2021 tentangl Pengupahan adalahl hak atasl 

penghidupan yangl layak bagi l kemanusiaan;memperolehl perlakuan yangl sama 

                                                             
36Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 
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dalaml penerapan sisteml pengupahan tanpal diskriminasi; memperolehl Upah yangl 

sama untukl pekerjaan yangl sama lnilainya. 

Peraturanl Pemerintah Nomorl 36 tahunl 2021 tentangl Pengupahan 

ditetapkanl Presiden Jokol Widodo dil Jakarta padal tanggal 2 Februaril 2021. 

Peraturanl Pemerintah Nomorl 36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan diundangkanl 

Menteri Hukuml dan Hakl Asasi Manusial Yasonna lH. Laoly pada l tanggal 2 

Februaril 2021 di l Jakarta. 

C. Pengupahan 

a) Pengertian Upah 

Menurutl Peraturan Pemerintahl No. 36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan, 

upahl didefinisikan sebagail hak lpekerja/buruh yangl diterima danl dinyatakan 

dalaml bentuk uangl sebagai imbalanl dari pengusahal atau pemberil kerja kepadal 

pekerja/buruhl yang ditetapkanl dan dibayarkanl menurut suatul perjanjian lkerja, 

kesepakatan, ataul peraturan perundangundanganl termasuk tunjanganl bagi 

lpekerja/buruh danl keluarganya atasl suatu pekerjaanl atau jasal yang telahl atau 

akanl dilakukan.37 

Upahl diberikan sebagail bentuk balasl jasa yangl adil danl layak diberikanl 

kepada paral pekerja atasl jasa-jasanya l dalam mencapail tujuan lorganisasi. Upah 

dibayarkan l kepada pekerjal berdasarkan jaml kerja,jumlahl barang yangl dihasilkan 

ataul banyaknya pelayananl yang ldiberikan.38 Sedangkan menurutl Muchdarsyah 

lSinungan, upah kerjal adalah pencerminanl pendapatan nasionall dalam 

bentukupahl uang yangl diterima olehl buruh sesuail dengan jumlahl dan kualitasl 

                                                             
37Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 
38 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke 

Praktik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 351. 



29 

 

 

yang dicurahkanl untuk pembuatanl suatu produk.39 Selainl pendapat dil atas, adal 

beberapa pengertianl lain tentangl upah, menurutl Sadono lSukirno, upah adalahl 

pembayaran atasl jasa-jasal fisik yangl disediakan olehl tenaga kerjal kepada paral 

pengusaha.40 Sementaral menurut Malayu l SP. lHasibuan, upah adalahl balas jasal 

yang dibayarkanl kepada paral pekerja harianl dengan berpedomanl atas perjanjianl 

yang disepakatil membayarnya.41 

Daril beberapa definisil tentang upahl di atasl maka dapatl disimpulkan 

lbahwa, upah merupakanl imbalan yangl diterima olehl pekerja daril pengusaha atasl 

jasa yangl diberikan untukl perusahaan berdasarkanl lamanya jaml keja danl jumlah 

produkl yang ldihasilkan, serta adanya l kesepakatan antaral pekerja danl pengusaha 

dalaml menentukan besaranl upah. 

b) Fungsi dan Tujuan Upah 

Pemberian upahl didalam suatul organisasi memilikil fungsi yangl erat 

kaitannyal dengan peningkatanl mutu sumberl daya manusial dan pembangunan l 

ekonomi, sebagail berikut: 

a. Pengalokasianl sumber daya l manusia secaral efisien. 

b. Pengumumanl sumber daya l manusia secaral efektif dan lefisien. 

c. Mendorong stabilitas danl pertumbuhan lekonomi.42 

                                                             
39Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa dan Bagaimana, Bumi Aksara, Jakarta, 

2000, hal. 90. 
40Sadono, Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2005, hal. 351. 
41Malayu, SP, Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gunung Agung, Jakarta, 

1997, hal. 133. 
42Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan 

Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 241. 
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Menurutl Edy Sutrisno l dalam Notoadmodjol ada beberapal tujuan daril upah 

yangl perlu ldiperhatikan, yaitu: 

(a) Menghargail prestasi lkerja. 

(b) Menjaminl keadilan. 

(c) Mempertahankanl karyawan. 

(d) Memperolehl karyawan yangl bermutu. 

(e) Pengendalianl biaya. 

(f) Memenuhil peraturan-lperaturan.43 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upah memiliki fungsi yaitu pengalokasian 

dan pengumuman sumberl daya manusia secaral efektif danl efisien. Sedangkan 

tujuanl dari upah yaitu untuk menghargai prestasi atas kerja keras yang telah 

dilakukan. 

c) Macam-macam Sistem Upah 

Ada l beberapa sisteml yang dapatl digunakan untukl mendistribusikan lupah. 

Masing-masingl sistem itul akan mempunyail pengaruh yangl spesifik terhadapl 

semangat lkerja, serta lnilai-nilai yangl akan ldicapai. Ada beberapa system upah l 

yangl secara umum dapatl diklasifikasikan: 

(a) Sistem Upahl Harian 

Upahl yang dibayarkanl oleh pemberil kerja kepadal pekerja yangl telah 

melakukanl pekerjaan dihitungl secara harianl atau berdasarkanl tingkat lkehadiran. 

Upah harianl dibayarkan secaral harian hanya l kepada pekerjal yang statusl 

perjanjian kerjanya l harian llepas.Dapat dipahami bahwa upah l harian hanya akan 

                                                             
43 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 188. 
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diberikan berdasarkan kehadiran pekerja, jika l tidak hadir makal tidak adal 

diberikan upahl tersebut. 

(b) Sistem Upah menurut Produksi 

Upahl ini membedakanl pekerja berdasarkanl kemampuan masingmasing. 

Sisteml sangat menguntungkan l bagi merekal yang cerdasl dan enerjik, tetapil 

kurang menguntungkan l bagi bagi mereka yangl kemampuannya sudah l mengendur 

danl orang lanjutl usia. dapatl peneliti pahami bahwa upah menurut produksi yang 

diberikan kepada para pekerja dapat menjadi motivasi atau dorongan kepada para l 

karyawan untukl lebih bekerjal keras danl untuk memproduksi lebihl banyak. 

(c) Sistem Upahl Lamanya Bekerja 

Caral ini seringl disebut distem upahl waktu. Besarnya l upah ditentukanl atas 

dasarl lamanya pekerja melaksanakan l atau menyelesaikanl suatu lpekerjaan. Sistem 

inil tidak membedakanl umur, lpengalaman, juga tidakl membedakan lkemampuan. 

Salah satul faktor yangl menonjol untukl mempertahankan system upahl ini adalahl 

sistem inil dapat mencegahl managemen daril pilih lkasih. Dapat dipahami bahwa 

upahl menurut lamanya l bekerja merupakan sisteml yang tidakl membedakan lumur, 

pengalaman, jugal tidak membedakanl dari hal yang sifatnya pilih kasih antara 

sesama pekerja. 

(d) Sistem Upah Tidak Tetapl 

Upahl tetap adalahl upah yangl diterima pekerjal secara tetapl atas suatul 

pekerjaan yangl dilakukan secaral tetap. Upahl tetap inil diterima secaral tetap danl 

tidak dikaitkanl dengan tunjanganl tidak ltetap, upah llembur, dan sebagainya.44Jadi, 

                                                             
44 Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta CV, 2008), hal. 223. 
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dapat disimpulkan bahwa upahl tetap hanya l diberikan kepada pekerja l yang statusl 

perjanjian kerjanya l untuk waktul tidak tertentul atau dapat dikatakan pekerjal tetap. 

(e) Sistem Upah Tetap 

Upahl yang diterimal pekerja secaral tidak tetapl atas suatul pekerjaan. Tidakl 

tetapnya upahl yang diterimal pekerja tersebutl akibat daril volume pekerjaanl yang 

tidakl stabil. Jika pekerjaanl padat, makal dilakukan kerjal lembur sehingga l upahnya 

bertambah besar, demikian juga l sebaliknya.45 

D. Pekerja 

a) Pengertian Pekerja 

 Pekerjal adalah orangl yang lbekerja, sedangkan tenaga l kerja adalahl orang 

yangl bekerja padal perusahaan denganl menerima lupah.46 Jadi, pada dasarnya 

definisi pekerja dan tenaga kerja tidak jauh berbeda bahkan sealur. Hanya saja 

istilahl tenaga kerjal memiliki makna lebihl luas daripadal makna lpekerja. Pekerja 

sudahl pasti tenagal kerja, sedangkan tenagal kerja beluml tentu lpekerja. 

Tenagal kerja adalahl segala usahal dan ikhtiarl yang dilakukanl oleh anggota l 

badan ataul pikiran untukl mendapatkan imbalanl yang lpantas. Termasuk semual 

jenis kerjal yang dilakukanl fisik maupunl pikiran. Tenagal kerja sebagail satu faktorl 

produksi mempunyai l arti yangl besar, karenal semua kekayaan l alam tidakl berguna 

bilal tidak dieksploitasil oleh manusial dan diolahl oleh lburuh. Alam telahl 

memberikan kekayaanl yang tidakl terhitung tetapil tanpa usahal manusia semual 

akan ltersimpan.47 Penghapusan perbudakanl yang dikombinasikanl dengan 

                                                             
45Ibid, hal. 226. 
46 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hal. 9. 
47 Afzaul Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 

1995), hal. 245. 
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perspektifl Hukum Islamtentang lketenagakerjaan, maka dapat l disebutkan 

setidaknya l ada empatl prinsip untukl memuliakan lhak-hak lpekerja: 

(a) Kemerdekaanl Manusia 

Ajaranl Islam yangl direprentasikan denganl aktivitas kesalehanl social 

rasulullahl SAW yangl dengan tegasl mendeklarasikan sikapl anti 

perbudakanl untuk membangun l tata kehidupanl masyarakat yangl 

toleran danl berkeadilan. Terlebih lagi dengan adanya pengabaian l hak-

hakl pekerja yangl sangat tidakl menghargai nilail kemanusiaan. 

(b) Prinsipl Kemuliaan Derajatl Manusia 

Islaml menetapkan setiapl manusia apapun profesinya l dalam posisil 

yang mulial dan lterhormat. Kemuliaan seseorang yang l bekerja terletakl 

pada kontribusinya l bagi kemudahanl orang lainl yang mendapatl jasa 

ataul tenaganya. 

(c) Prinsip Keadilan 

Islaml tidak mengenall sistem kelasl atau kastal di lmasyarakat, begitu 

jugal berlaku dalaml memandang dunial ketenagakerjaan karena l ajaran 

Islaml menjamin setiapl yang bekerjal memiliki hakl yang setaral dengan 

orangl lain, termasukl atasan ataul pimpinan. Bahkan l hal-hal l kecil danl 

sepele. Islaml mengajarkan umatnya l selalu menghargail orang yangl 

bekerja. 

(d) Kelayakan l Upah Pekerjal 

Upahl adalah hakl pemenuhan ekonomil bagi pekerjal yang menjadil 

kewajiban danl tidak bolehl diabaikan olehl para majikanl atau pihakl 

yang memperkerjakan. Sebegitu pentingnya l masalah upahl pekerja lini, 

Islam memberipedoman kepada l orang lainl bahwa prinsip l pemberian 

upahl harus mencakupl dua hall yaitu adill dan lmencukupi. 

Dari uraianl di latas, dapat disimpulkan bahwa l Pekerja adalahl orang yangl 

bekerja ataul orang yangl menerima upahl atas hasill kerjanya. Sedangkanl Tenaga 

kerjal adalah segalal usaha danl ikhtiar yangl dilakukan olehl anggota badanl atau 
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pikiranl untuk mendapatkanl imbalan yangl pantas. Termasukl semua jenisl kerja 

yangl dilakukan fisikl maupun lpikiran. 

b) Hak Dan Kewajiban Pekerja 

(a) Hak Pekerja 

lHal-hal yangl menjadi lhak-hak pekerjal adalah: 

1) Hakl untuk memperolehl pekerjaan, hakl atas kerjal juga merupakanl 

salah satul hak asasil manusia karenal kerja berkaitanl dengan hakl atas 

lhidup, yaitu hak l atas hidupl yang llayak. 

2) Hakl atas upah l sesuai dengan yangl ada dalam perjanjian, hakl atas upahl 

yang adill merupakan hakl legal yangl diterima danl dituntut seorang 

pekerja sejakl ia mengikatl diri untukl bekerja padal suatu lperusahaan. 

3) Hakl untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, pada l 

prinsipnya semual pekerja harusl diperlakukan secaral sama, secaral adil 

yangl artinya tidakl boleh adal diskriminasi dalaml perusahaan. 

4) Hakl atas jaminanl sosial, terutamal sekali menyangkutl bahaya-bahaya l 

yang dialamil oleh seorangl pekerja dalaml melakukan lpekerjaan.48 

Berdasarkanl penjelasan dil atas, dapatl dipahami bahwal hakdan 

kewajibanl pekerja merupakan komponen penting bagi serikat pekerja dan 

perusahan. Dalam hal ini harus seimbang antara hak dan kewajiban, yaitu 

mendahulukan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak. Pemerintah l 

harus menjaminl para pekerjal mendapatkan upahl yang memadail dengan 

memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-haknya yang sesuai demi 

                                                             
48Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), hal. 166. 
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kesejahteraan hidup pekerja. Olehl karena litu, pengusaha dilarangl 

membayar upahl lebih rendahl dari ketentuan karena hal itu termasuk 

diskriminasi terhadap pembayaran upah bagi pekerja atau buruh. 

(b) Kewajiban Pekerja 

 Adapunl yang menjadil kewajiban pekerjal adalah: 

1) Mengetahuil hal-hal l yang diperlukanl dalam suatul pekerjaan sehingga l 

pekerja dapatl memenuhi lhal-hal yangl diperlukan danl dapat menekunil 

pekerjaannya. 

2) Melaksanakanl pekerjaan denganl keikhlasan danl ketekunan. 

3) Menunaikanl janji, yaitul melaksanakan pekerjaanl sesuai denganl akad 

yangl disepakati. 

4) Perhitunganl dan lpertanggungjawaban, yang dimaksud agar l terhindar 

daril hal-hall yang merugikan l pemilik lusaha.49 

E. Fiqh Siyasah 

a) Pengertian Fiqh Siyasah 

Pengertianl Fiqh berasall dari katal Faqaha-lyafqahu-fiqhan artinya l “paham 

yangl mendalam”.50 Fiqhl secara etimologis l adalah pahaml terhadap tujuanl 

seseorang lpembicara. Sedangkan Fiqhl secara terminologisl mengetahui hukuml 

syara yangl amaliyah (mengenail perbuatan, lpelaku) dengan dalil-dalilnya yangl 

terperinci.51 

Sedangkanl kata siyasahl berasal daril kata sasa yangl berarti lmengatur, 

mengurus dan l memerintah, ataul pemerintahan, politikl dan pembuatanl kebijakan. 

Pengertianl Siyasah secaral etimologi mengisyaratkanl bahwa tujuanl siyasah adalahl 

                                                             
49Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), hal. 167. 
50Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Prenadamedia Grup, 2014), hal. 2. 
51Imam Yazid, Pengantar ilmu Fiqh dan Usul Fiqh (Medan:Cv Manhaji), hal. 1. 
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mengatur, mengurus l dan membuatl kebijaksanaan atasl sesuatu yangl bersifat 

politisl untuk mencakupl sesuatu. Sedangkanl menurut terminologil adalah 

mengaturl atau memimpinl sesuatu denganl cara membawal kepada lkemaslahatan.52 

Ilmul fiqh Siyasahl adalah ilmul yang membahasl tentang caral pengaturan 

masalahl Ketatanegaran Islaml semisal bagaimana l cara untukl mengadakan 

perundangundangan dan l berbagai pengaturanl lainnya yangl sesuai dengan l prinsip-

prinsipl Islam yangl bertujuan kepadal kemaslahatan lumum.53 

Berdasarkanl pengertian fiqhl dan siyasahl dapat ditarikl kesimpulan bahwal 

Fiqh Siyasahl adalah salahl satu aspekl hukum Islaml yang membicarakanl 

pengaturan danl pengurusan kehidupanl manusia dalaml bernegara demil mencapai 

kemaslahatanl bagi manusial itu sendiril dan menghindaril kemudratan yangl timbul 

dalaml kehidupan lbermasyarakat, berbangsa danl bernegara.54 

b) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Paral ulama berbedal pendapat dalaml menentukan ruangl lingkup kajianl 

fiqh siyasahl diantaranya adal yang menetapkanl lima lbidang. Namun adal pula 

yangl menetapkannya kepadal empat ataul tiga bidangl pembahasan, bahkanl ada 

sebagianl ulama yangl membagi ruangl lingkup kajianl fiqh siyasahl menjadi 

delapanl bidang. Tapil perbedaan inil semua sebenarnya l tidak terlalul prinsip, 

karenal hanya bersifatl teknis.55 

                                                             
52Ibid., hal. 3. 
53Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 

(Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 10. 
54 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, hal. 3. 
55Ibid, hal. 13. 
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lT.M. Hasbi l Ash Shiddieqyl sebagaimana yangl dikutip dalaml bukunya 

Muhammadl Iqbal, membagil ruang lingkupl fiqh siyasahl menjadi delapanl bidang, 

delapanl bidang sebagail berikut;56 

(a) kebijakanl tentang peraturanl perundang-undangan l (Siyasah 

Dusturiyyahl Syar’iyyah) 

(b) kebijakanl tentang penetapanl hukum (Siyasahl Tasyri‟iyyah 

Syar’iyyahl) 

(c) kebijaksanaanl peradilan (Siyasahl Qadha’iyyah lSyar’iyyah) 

(d) kebijaksanaanl ekonomi danl moneter (Siyasah l Maliyyah lSyar’iyyah) 

(e) kebijaksaanl administrasi negaral (Siyasah Idariyyahl Syar’iyyah) 

(f) kebijaksanan hubunganl luar negeril atau internasionall (Siyasah 

lDauliyyah/Siyasah Kharijiyyahl Syar’iyyah) 

(g) politikl pelaksanaan lundang-undang (Siyasahl Tanfidziyyah lSyar’iyyah) 

(h) politikl peperangan (Siyasahl Harbiyyah lSyar’iyyah). 

Sementaral menurut Imaml Al-Mawardi l yang tertuangl dalam kitabnya l 

AlAhkamu Alsulthaniyyah l bahwa ruangl lingkup fiqhl siyasah adal lima, sebagail 

berikut:57 

(a) Peraturanl perundang-undangan l (Siyasah lDusturiyyah) 

(b) ekonomil dan moneterl (Siyasah lMaliyyah) 

(c) Peradilanl (Siyasah lQadha’riyyah) 

(d) Hukum l perang (Siyasahl Harbiyyah) 

(e) administrasil Negara (Siyasahl Idriyyah) 

Sedangkanl Ibnu Taimiyah l dalam kitabnya l meringkasnya menjadil empat 

bidangl kajian, lyaitu: 

(a) Peradilanl (Siyasah lQadha’iyyah) 

(b) Administrasil negara (Siyasahl Idariyyah) 

                                                             
56Ibid, hal. 13. 
57 Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah 

(Bairut:Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), hal. 4. 
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(c) Ekonomil dan moneterl (Siyasah lMaliyyah) 

(d) Hubungan l internasional (Siyasahl Dauliyyah/Siyasahl Kharajiyyah) 

Adapunl Abdul Wahabl Khallaf membagil ruang lingkup l kajian fiqhl 

siyasah (Siyasahl Syar‟iyyah) menjadil tiga bidangl yaitu :58 

(a) Peradilanl (Siyasah lQadha’iyyah) 

(b) Hubungan l internasional (Siyasahl Dauliyyah) 

(c) Keuanganl negara (Siyasahl Maliyyah) 

F. Siyasah Dusturiyah 

a) Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Katal Dusturiyah berasall dari bahasal Persia yaitul dusturi. Semulal artinya 

adalahl seorang yangl memiliki lotoritas, baik dalaml bidang politikl maupun lagama. 

Dalam perkembanganl selanjutnya, katal ini digunakanl untuk menunjukanl anggota 

kependekatanl (pemuka agamal) Zoroaster (lmajusi).59 Setelah mengalamil 

penyerapan kedalaml bahasa larab, kata dusturiyahl berkembang pengertiannya l 

menjadi asasl dasar/lpembinaan. Menurut listilah, dusturiyah berarti l kumpulan 

kaedahl yang mengaturl dasar dan l hubungan kerjal sama antarl sesama anggotal 

masyarakat dalaml sebuah Negara l baik yangl tidak tertulisl (konvensi) maupunl 

yang tertulisl (konstitusi).60 

Dapatl disimpulkan bahwal siyasah dusturiyahl adalah bagianl fiqih siyasahl 

yang membahasl perundang-undanganl negara dalaml hal inil juga dibahasl antara 

lainl konsep-konsepl konstitusi, (lUndang-undang dasar l Negara danl sejarah 

lahirnya l perundang-undanganl dalam suatul Negara), llegislasi, (bagaimana cara l 

                                                             
58 Abdul Wahab Khallaf, Asl-Siyasah Al-Syari’ah, (Tk. Darul Qalam, 1988), hal. 4. 
59 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, hal. 187. 
60 Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka,2003), hal. 281. 
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perumusan lundang-undang), lembagal demokrasi danl syura yangl merupakan pilarl 

penting dalaml perundang-undangan l tersebut. Disampingl itu, kajianl ini jugal 

membahas konsepl Negara hukuml dalam siyasahl dan hubungan l timbalbalikl 

antara pemerintahl dan warga l Negara sertal hak-hakl warga Negara l yang wajibl 

dilindung.61 

Olehl karena litu, di dalaml siyasah dusturiyahl biasanya dibatasil hanya 

membahasl pengaturan danl perundang-undanganl yang dituntutl oleh hal l ikhwal 

kenegaraanl dari segil persesuaian dengan l prinsip-prinsipl agama danl merupakan 

realisasil kemaslahatan manusial serta memenuhil kebutuhannya.62 

b) Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Siyasahl dusturiyah mencakupl bidang kehidupanl yang sangat l luas dan l 

kompleks. Persoalanl fiqh siyasahl dusturiyah umumnyal tidak lepasl dari dual hal 

lpokok: Pertama, ldalil-dalil lkulli, baik layat-ayat Alquran l maupun lhadis, 

maqosidu lsyariah, dan semangatl ajaran Islaml di dalaml mengatur lmasyarakat, 

yang tidakl akan berubahl bagaimanapun perubahanl masyarakat. Karenal dalil-dalill 

kulli tersebutl menjadi unsurl dinamisator dil dalam mengubahl masyarakat. lKedua, 

aturan-aturanl yang dapatl berubah karenal perubahan situasil dan lkondisi, termasuk 

didalamnya l hasil ijtihadl para lulama, meskipun tidakl seluruhnya.63 Fiqhl siyasah 

dusturiyahl dapat terbagil kepada:64 

(a) Bidangl siyasah ltasyri’iyah, termasuk dalaml persoalan ahlul halli wall 

aqdi, perwakilanl persoalan lrakyat. Hubungan musliminl dengan nonl 

                                                             
61 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisassi Doktrin Politik Islam, hal. 177. 
62 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.47. 
63Ibid, hal.48 
64Ibid, hal. 52 
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muslim dil dalam satul negara, sepertil Undang-Undangl Dasar, Undang-

Undang, peraturanl pelaksanaan, peraturanl daerah, danl sebagainya. 

(b) Bidangl siyasah ltanfidiyah, termasuk dil dalamnya persoalanl imamah, 

persoalanl bai’ah, lwizarah, waliy lal-ahadi, danl lain-llain. 

(c) Bidangl siyasah lqadlaiyah, termasuk dil dalamnya lmasalah-masalah 

lperadilan. 

(d) Bidangl siyasah lidariyah, termasuk dil dalamnya lmasalah-masalah 

administratifl dan lkepegawaian. 

Lebihl lanjut Atjepl Jazuli mempetakanl bidang Siyasah l Dusturiyah 

menyangkut l persoalan: 

(a) lImamah, hak danl kewajiban 

(b) lrakyat, hak dan l kewajibannya 

(c) bai’atl 

(d) waliyul al- ahdil 

(e) Perwakilanl 

(f) Ahlull Halli wal al-Aqdil 

(g) lwizarah.65 

Suyuthi l pulungan menuliskanl bahwasanya obyek l kajian Siyasahl 

Dusturiyah adalahl membuat peraturanl dan perundangundanganl yang dibutuhkanl 

guna untukl mengatur negaral sesuai denganl pokok-pokokl ajaran lagama.66 

G. Upah Dalam Islam 

a) Pengertian Upah Dalam Islam 

Upahl dalam Islam menurutl etimologi, Ijarahl adalah (menjuall manfaat). 

Demikianl pula artinya l menurut terminologi l syara’. Kata upah sendiri dalam l 

bahasa Arab l adalah lAl-ijarah. lAl-ijarah berasall dari katal AlAjru berartil “upah” 

                                                             
65Imam Amrusi Jailani,dkk, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press,2011), hal. 

25. 
66J.Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, hal. 27. 
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ataul “ganti” ataul imbalan, karenal itu lafadzl ijarah mempunyail pengertian umuml 

meliputi upahl atas pemanfaatanl sesuatu bendal atau imbalanl sesuatu kegiatanl atau 

upahl karena melakukanl sesuatu laktifitas. Syarat danl rukun lal- ijarah menurutl 

ulama adal empat lyaitu: 

(a) Orangl yang berakadl yakni mujir danl mustajir. 

(b) lSewa/imbalan/upahl secara alamil setiap orangl akan terdorongl untuk 

mencurahkanl tenaganya untukl menghasilkan hartal yang bisa l 

dipergunakan untukl menyambung lhidupnya, oleh karenal itu wajarl 

apabila dalaml hidupnya seseorangl terjadi salingl tukar menukarl hasil 

tenaganyal dengan orangl lain danl suatu hall yang wajarl apabila upahl 

akan menjadil salah satul rukub lijarah. 

(c) Adanya l manfaat/jasal dari akadl ijarah ltersebut. 

(d) Sigat l (ijab danl qabul) mu’jirl dan lmusta’jir.67 

Jadi, dapat dipahami upah dalam Islam memiliki makna yaitu imbalan atas 

sesuatu yang telah melakukan aktifitas atau pekerjaan. Syarat dan rukun yang 

harus dipenuhi yaitu l orang yangl berakad, limbalan, harus ada lmanfaat, dan ijabl 

qabul. Pemberianl upah dalaml konsep Islaml yang palingl penting adalahl konsep 

kesesuaianl dalam pemberianl upah kepadal pekerja yangl menerapkan prinsipl 

kesesuaian dalaml pengupahan mencerminkanl bahwa usahal tersebut dikelolal oleh 

orangl yang menerapkanl konsep keadilanl dalam memberikanl upah lpekerjanya. 

Islaml menawarkan suatul penyelesaian yangl sangat baikl atas 

permasalahanl upah danl menyelamatkan kepentingan l kedua belahl pihak, baikl 

                                                             
67 Rahmad Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 45. 
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pekerja maupunl pengusaha tanpal melanggar lhak-hak daril kedua belahl pihak. 

Padal kenyataannya, dalaml pola suatul masyarakat lIslam, upah yangl layak 

bukanlahl suatu lkonsensi, tetapi hakl asasi yangl dapat dipaksakanl oleh 

lkekuasaan.68 

Perjanjianl (tentang upahl) kedua belahl pihak (majikanl dan lpekerja) 

diperingatkan untukl bersikap jujurl dan adill dalam urusanl mereka, sehingga l tidak 

terjadil tindakan aniaya l terhadap orangl lain jugal tidak merugikanl kepentingan 

lsendiri. Oleh karenal itu, lAl-Quran memerintahkanl kepada majikanl untuk 

membayarl para pekerjal dengan bagianl yang seharusnya l mereka terimal sesuai 

kerjal mereka danl pada saatl yang samal dia telahl menyelamatkan kepentingannya l 

sendiri.69 Jikal dia tidakl mau mengikutil anjuran lAl-Quran inil maka dial akan 

dianggap l sebagai penindasl atau pelakul penganiayaan danl akan dihukum baik 

dunia maupun di akhirat. Demikian l pula paral pekerja akanl dianggap penindasl 

jika denganl memaksa majikanl untuk membayar l melebihi lkemampuannya. 

Prinsip keadilanl yang tercantuml dalam suratl Al-Jaatsiyah l ayat 22: 

   

  

    

    (سورة 

   (٥:  ٥٨/  الطلاق
lArtinya: “Dan Allahl menciptakan langitl dan bumil dengan tujuanl yang 

benarl dan agarl dibalasi ltiap-tiap diril terhadap apal yang ldikerjakannya, 

dan merekal tidak akanl dirugikan”.70 

 

                                                             
68 M. Abdu Manna, Teori Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 45. 
69Ibid, hal. 117. 
70Kementerian Agama. Alquran dan Terjemahan. (Jawa Barat:Cipta Bagus Segara, 2014. 

hal.87 
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Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa l upah adalahl balas jasal yang 

dibayarkan l kepada seorangl pekerja atasl tenaga/jasal yang telahl diberikan sesuail 

dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Dimana pembayaran upahnya sudah 

ditetapkan diawal secara adil. 

b) Landasan Upah 

Paral ulama fiqihl menyatakan bahwal yang menjadikanl dasar 

diperbolehkannya upah ladalah: 

(a) Al-Qur’an 

Qs. lAt-Thalaq ayat l 6: 

   

    

 

   

    

  

    

   

   

  

   

  

   (٢٢: ٤٨/ الجاثية سورة )  
lArtinya: “Kemudian jikal mereka menyusukanl (anak-anak l)mu 

untukmul maka berikanlahl kepada merekal upahnya”.71 

 

Tafsirnya adalah tentangl kewajiban seorangl suami memberikanl 

nafkah kepadal istri yang ditalaknya jika mereka sedang menyusui anakl 

dari suamil yang lmenalaknya. Maka istri tersebut wajib l diberi upahl 

sebesar yangl umum berlakul oleh lanak-anaknya litu. 

                                                             
71 Kementerian Agama. Alquran dan Terjemahan. (Jawa Barat:Cipta Bagus Segara, 

2014, hal.87 
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(b) As-Sunnah 

Hadisl yang diriwayatkanl Ibnu lMajah, Rasulullah lSAW. Bersabda: 

 جِفَّ عَرَقهُُ أعَْطوُا الأجَِيرَ أجَْرَهُ قبَْلَ أنَْ يَ 
Artinya: “Berikanlahl gaji kepada pekerja sebeluml kering keringatnya”.72 

Berdasarkanl Hadis di l atas dapatl disimpulkan adalah ungkapanl tentang 

wajibnya l segera memberikanl upah kepada pekerja setelahl mereka selesail bekerja, 

walaupun ial tidak lmeminta, walaupun ia l tidak berkeringatl atau berkeringatl 

namun sudahl kering. 

Berdasarkanl Al-Quranl dan Hadisl tersebut di atas, prinsipl utama 

pengupahanl adalah keadilanl yang terletakl pada kejelasanl akad, transaksi dan 

komitmenl melakukannya. lArtinya, sebelum pekerja l dipekerjakan hall ini harusl 

jelas dahulul bagaimana upahl yang akanditerima olehl pekerja. Upah tersebut 

meliputil besarnya upahl dan tatal cara pembayaranl upah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Ibnu Majah, Kitab Hukum-Hukum (No. 2434) 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Labuhanbatu 

Sisteml pemerintahan Kabupatenl Labuhanbatu sebeluml penjajahan 

Belandal adalah bersifatl Monarki. Kepalal pemerintahan disebutl Sultan ataul Raja 

yangl dibantu olehl seorang yangl bergelar Bendaharal Paduka Seril Maharaja yangl 

bertugas sebagail kepala pemerintahan lsehari-hari (semacaml perdana lmenteri). 

Selanjutnyal dibawah Bendaharal Paduka Sril Maharaja adal Temanggung yangl 

menjadi Jaksal merangkap kepalal Polisi, kemudianl ada Laksamanal yaitu 

Panglimal Angkatan lLaut/Panglima lPerang. Dibawah Laksamanal ada Hulul 

Balang yaitul Panglima Angkatanl Darat, kemudianl ada pulal Bentara Kanan l yang 

bertugasl sebagai Ajudanl Sultan danl Bentara Kiril yang menjadil Penghulu Istanal 

dan Penghulul Bangsawan.73 

Kesultananl atau kerajaanl yang terdapatl diwilayah pemerintahanl 

Kabupaten Labuhanbatul pada waktul itu terdiril dari 4 (lempat) kesultanan lyakni, 

Kesultanan Kotal Pinang berkedudukan l di Kotal Pinang, Kesultananl Kualuh 

berkedudukanl di Tanjungl Pasir, Kesultananl Bilah berkedudukanl di Negeril Lama, 

Kesultananl Panai berkedudukanl di Labuhanl Bilik danl ditambah 1 (lsatu) half 

besturl Kerajaan Kampungl Raja berkedudukanl di Tanjungl Medan. tidakl diketahui 

kapanl Belanda masukl ke lLabuhanbatu. Dari berbagail keterangan yangl dihimpun, 

Belandal masuk kel Labuhanbatu sekiral tahun 1825, namunl ada pulal keterangan 

                                                             
73 https://sumut.antaranews.com/berita/252059/sejarah-berdirinya-pemerintahan-

kabupaten-labuhanbatu di akses pada tanggal 2 februari 2022. 

 

https://sumut.antaranews.com/berita/252059/sejarah-berdirinya-pemerintahan-kabupaten-labuhanbatu
https://sumut.antaranews.com/berita/252059/sejarah-berdirinya-pemerintahan-kabupaten-labuhanbatu
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yang mengatakanl bahwa kedatanganl Belanda kel Labuhanbatu adalahl usai Perangl 

Paderi (berkisarl tahun 1831). 

Padal tahun 1862, kesatuanl Angkatan Lautl Belanda dibawahl pimpinan 

Bevell Hebee datangl ke kampungl Labuhanbatu(dil Hulu Kota l Labuhan Bilikl 

sekarang) melalui l Sungai lBarumun, di kampungl Labuhanbatu tersebutl Belanda 

membuatl tempat pendaratanl dari batul beton, lamal kelamaan tempatl pendaratan 

tersebutl berkembang menjadil tempat lpendaratan/persinggahan lkapal-kapal yangl 

kemudian menjadi l sebuah kampungl (desa) yangl lebih besarl dan namanya l disebut 

Pelabuhanl Batu. Akhirnya l nama pelabuhanl batu inil dipersingkat sebutannya l 

menjadi lLabuhanbatu. Kemudian nama l itu melekatl dan ditetapkanl menjadi namal 

wilayah Kabupatenl Labuhanbatu. Dalaml perkembangan lselanjutnya, 

pemerintahan kolonial l Belanda secaral juridis formall menetapkan gouvernementl 

bisluit nomorl 2 tahunl 1867 tentangl pembentukan Afdelingl Asahan yangl meliputi 

3 (tigal) onder afdelingl yakni, onderl afdeling Batul Bara denganl Ibukota Labuhanl 

Ruku, onderl afdeling Asahanl dengan Ibukotal Tanjung lBalai, onder afdelingl  

Labuhanbatu dengan l Ibukota Kampungl Labuhanbatu.74 

Denganl demikian secaral administratif padal mulanya Pemerintahanl 

Kabupaten Labuhanbatul adalah merupakanl bagian daril wilayah afdelingl Asahan. 

Padal masa afdelingl dipimpin seorang asisten residenl (Bupati) sedangkan l onder 

afdelingl dipimpin olehl seorang controleurl (Wedana). Controleurl Labuhanbatu 

pertamal kali berkedudukanl di Kampungl Labuhanbatu, kemudianl pada tahunl 

1895 dipindahkanl ke Labuhan l Bilik, tahunl 1924 dipindahkanl ke lMarbau, pada 

                                                             
74 Ibid 
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tahunl 1928 dipindahkanl ke Aekl Kota Batul dan padal tahun 1932 dipindahkanl ke 

Rantauprapatl hingga Indonesia l meproklamirkan kemerdekaanl pada tanggal l 17 

Agustusl 1945 kedudukanl Belanda tetapl berada dil Rantauprapat. 

Padal tahun 1942 tentaral dai nipponl (Jepang) mendudukil seluruh wilayah l 

Indonesia. Selanjutnya l pada tanggal l 3 maretl 1942 tentaral Jepang mendarat di 

Perupukl (Tanjung Tiraml) dari Perupukl sebagian tentaral Jepang tersebutl 

melanjutkan gerakanl untuk merebutl Kota Tebingl Tinggi danl selanjutnya Kotal 

Medan. Kemudianl sebagian lagil bergerak kel wilayah Tanjungl Balai yangl pada 

saatl itu sebagail pusat pemerintahanl afdeling lAsahan. Selanjutnya daril Asahan 

(Tanjungl Balai) menujul wilayah Labuhanbatul untuk merebutl kota lRantauprapat. 

Pada masal penjajahan Jepangl sistem Belandal tetap ldilanjutkan, yaitu sisteml 

pemerintahan zelfbestuur danl kekuasaan lSultan/Raja tetapl berlangsung. Untuk l 

memonitoring kegiatanl pemerintahan yangl dilaksanakan olehl Sultan/Rajal 

pemerintah Jepangl memebentuk fukul bunsyuco. disampingl itu istilahl istilah 

pimpinanl tingkatan pemerintahan digantil dari bahasal Belanda menjadil bahasa 

Jepangl seperti, Keresidenanl diganti dengan l syuu danl kepalanya disebutl syuu 

lcookan, Regenshschap (lKabupaten) diganti denganl ken danl kepalanya disebut l 

dengan kencoo, Stadsgementhel (pemerintahan lkota) diganti denganl si kepalanya l 

disebut denganl sicoo, lKampung/Desa disebutl dengan lku, kepalanya 

disebutl kucoo. Kekalahanl Jepang pada l perang Asia l Timur lRaya, yaitu Jepangl 

menyerah padal sekutu tanggall 15 Agustusl 1945 telahl memberikan kesempatanl 

kepada bangsal Indonesia untukl merdeka sebagail bangsa yangl berdaulat. 

demikianlahl maka padal tangga 17 Agustusl 1945, kemerdekaanl Republik 
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Indonesial diproklamirkan olehl Soekarno-Hattal atas namal bangsa lIndonesia. 

selanjutnya padal tanggal 18 Agustusl 1945 lUndang-Undang Dasar l 1945 

ditetapkanl oleh panitial persiapan kemerdekaanl Indonesia (lPPKI) sebagai 

lUndang-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia.75 

Kemudianl dalam sidangnya l tanggal 19 Agustusl 1945, olehl PPKI dicapail 

kesepakatan pembagianl wilayah Republikl Indonesia dalaml 8 (ldelapan) provinsi 

yaknil masing-lmasing, Jawa lBarat, Jawa lTengah, Jawa lTimur, Sumatera, lBorneo, 

Sulawesi, Sundal Kecil danl Maluku. Provinsi l dibagi dalaml kresidenan yangl 

dikepalai olehl Presiden, Gubernur l dan Residenl dibantu olehl Komite Nasioanall 

Daerah sedangkanl kedudukan kotal (gemeente) lditeruskan. 

Padal tanggal 2 oktoberl 1945 Tengkul Muhammad Hasan l diangkat 

menjadil Gubernur lSumatera, kemudian padal tanggal 3 oktoberl 1945 Gubernurl 

Sumatera mengibarkanl Proklamasi Kemerdekaanl Republik Indonesial yang padal 

saat itul dihadiri olehl utusan/lwakil-wakil ldaerah. selanjutnya lutusan/wakil-wakill 

daerah kembalil kedaerahnya lmasing-masing sesampainya l didaerah lmasing-

masing, utusan l daerah tersebutl mengadakan pertemuanl dengan lpemuka-pemuka 

masyarakatl didaerahnya lmasing-masing untukl membentuk Komite l Nasioanal 

lDaerah. 

Padal tanggal 16 malaml 17 Oktoberl 1945, bertempatl dirumah dinasl kepala 

PLNl Rantauprapat, diadakan rapat l dan secaral resmi tanggall 17 Oktoberl 1945 

dibentuklahl Komite Nasioanall Daerah Labuhanbatul dengan susunan l pengurus, 

Penasehatl Abdul lHamid, Wakill Penasehat ldr. Hidayat, Ketua l Abdul lRahman, dr. 

                                                             
75 Ibid 
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lHidayat, Setia Usaha l (Sekretaris) Abu l Tohir lHarahap, Angota lMardan, Aminur 

lRasyid, M lSarijan, Dahlan lGanafiah, Sutan Kadiamanl Hutagalung, Al Manan 

lMalik, M lSirait, R lSihombing, Djalaluddin lHatta, M lKasah, Muhammad lDin. 

Dalam rapatl tersebut jugal ditetapkan ketual Abdul Rahmanl sekaligus sebagail 

kepala lpemerintahan. 

Setelahl terbentuknya Komitel Nasioanal Daerahl maka pemerintahanl 

Swapraja dil Labuhanbatu yangl ada padal waktu itul menjadi lberakhir. Tugas danl 

tanggung jawab l pemerintahan diambil l alih danl dikuasai olehl Komite Nasioanall 

Daerah. Denganl demikian makal pada tanggall 17 Oktoberl 1945 secaral resmi telahl 

dibentuk pemerintahanl di Kabupatenl Labuhanbatu yangl dijalankan olehl Komite 

Nasioanall Daerah. Tugasl pertama Komitel Nasioanal Daerahl Labuhanbatu adalah 

membentukl tim peneranganl untuk memberikanl penerangan danl penyuluhan 

kepadal masyarakat dil kampung-kampungl bahwa kemerdekaanl Negara Republikl 

Indonesia telahl diproklamirkan pada tanggall 17 Agustusl 1945. dalaml 

perkembangan lberikutnya, jalannya pemerintahan l di Kabupatenl Labuhanbatu 

dilaksanakanl oleh Komitel Nasioanal Daerahl sampai denganl awal tahunl 1946 

kurangl dapat berfungsi l dengan lbaik. Hal inil sebagai akibatl fokus pemikiranl pada 

waktul itu lebihl ditujukan untukl mempersiapkan perlawananl fisik kepadal 

penjahah Belandal yang selalul berupaya merebutl kembali Negaral Republik 

Indonesial yang telahl merdeka danl berdaulat sejakl tanggal 17 Agustusl 1945. 

Padal bulan Maretl 1946, Komitel Nasioanal Daerahl Keresidenan Sumateral 

Timur mengadakanl sidang plenol bertempat dil Jalan Sukal Mulia nomorl 13, 

Medanl antara lainl menetapkan, Komitel Nasioanal Daerahl berubah menjadil 
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dewan ataul legislatif, menetapkan l Sumatera Timur menjadi 6 (enaml) Kabupaten 

lyakni, Langkat, Delil Serdang, lKaro, Simalungun, Asahanl dan lLabuhanbatu. 

Karenal situasi yangl semakin gawat l pada waktul itu menjelangl agresi 

militerl pertama, Ibukotal Keresidenan Sumateral Timur pindah daril Medan ke l 

Tebing lTinggi, selanjutnya pada l tanggal 26 Junil 1946 legislatifl Keresidenan 

Sumateral Timur bersidangl di Pabatul mengangkat 6 (lenam) orang Bupatil untuk 6 

Kabupatenl di Keresidenanl Sumatera Timurl yang baru l dibentuk sekaligus l 

pengangkatan paral Wedana dil wilayah Kabupatenl tersebut. Diantaranyal Bupati 

yangl diangkat adalahl Gouse Gautamal pimpinan Tamanl Siswa Kisaranl diangkat 

menjadil Bupati Labuhanbatul yang lpertama. 

Minimnya l pelayanan masyarakatl terjadi, mengingatl luas wilayah l 

Kabupaten Labuhanbatul yang meliputil 22 kecamatanl menjadi hambatanl dalam 

upayal pemeberian pelayanan l optimal kepadal masyarakat, sehingga l pada 

pemangkul kepentingan termasukl didalamnya intelektual l muda bersamal dengan 

masyarakatl mewacanakan pemekaranl wilayah Kabupatenl Labuhanbatu yangl 

pada prinsipnya l pemekaran dimaksudl adalah untukl memperpendek rentang 

kendalil pelayanan. 

Wacanal atau aspirasil tersebut mendapatl tanggapan positifl dari pemerintahl 

Kabupaten Labuhanbatu dan dewanl perwakilanl rakyat daerahl Kabupaten 

Labuhanbatu yang padal akhirnya aspirasil masyarakat dan l pemerintahan atasanl 

ditandai denganl terbitnya lundang-undang nomor l 22 tahunl 2008 tentangl 

pembentukan Kabupatenl Labuhanbatu Selatanl dan Kabupatenl Labuhanbatul 

Utara. 
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Kabupatenl Labuhanbatu memilikil 9 kecamatanl yang terdiril dari 23 

kelurahanl dan 75 ldesa. Dengan semakinl berkurangnya luasl wilayah Kabupatenl 

Labuhanbatu makal pelayanan kepadal dapat lebihl optimal. terwujudnya l pelayanan 

pemerintahanl yang terbaikl kepada masyarakatl Kabupaten Labuhanbatul 

membutuhkan niatl baik danl usaha-usahal keras yangl berkelanjutan daril seluruh 

pemangkul kepentingan gunal mengisi kemerdekaanl yang telahl dipersembahkan 

olehl para pendahulul kita denganl satu tekadl bersama rakyatl menuju sejahteral 

2021, Labuhanbatul semakin hebatl lebih berdaya l 2025. 

Padal tahun 2012 sampail dengan tahun l 2018 pemerintahanl Kabupaten 

Labuhanbatul mendapat penghargaanl yakni, Komitmenl dan keberhasilannyal 

dalam penyelenggaraanl penerapan le-KTP dil dari Mentril Dalam Negeril RI 

Gamawanl Fauzi tahunl 2012, Festivall mainan tradisionall dengan jenisl terbanyak 

daril MURI tahunl 2013, kegiatanl pengembangan tatal air mikrol desa (lTAM) dari 

Mentril Pertanian RIl Suswono tahunl 2013. 

Penerbitanl peraturan daerahl dan/ataul peraturan LBupati/Walikota terkaitl 

pemberian aktal kelahiran lgratis/bebas biaya l dan melaksanakanl program-programl 

yang inovatifl dalam upaya l percepatan kepemilikanl akta kelahiranl dari Menteril 

Negara Pemberdayaanl Perempuan danl Perlindungan Anakl Republik lIndonesia, 

Linda Amalial Sari tahunl 2013, penghargaanl Keselamatan danl Kesehatan Kerjal 

(K3) dari l Mentri Tenagal Kerja Republikl Indonesia, Muhammadl Hanif Dhakiril 

tahun 2014 danl tahun 2015. selanjutnya l Bidan Teladanl Tingkatan Provinsi l 

Sumatera Utaral atas namal Nurliana Matondangl bertugas di l Puskesmas Seil 

Berombang dari l Gubernur Sumateral Utara, Gatotl Pujo Nugroho l tahun 2015, 
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menulisl harapan tentangl kotanya olehl pelajar terbanyak l dari MURIl tahun 2016, 

tamanl bacaan masyarakatl (TBM) Gemal Wisesa Kecamatanl Rantau Selatanl 

sebagai tingkatl Provinsi Sumateral Utara daril Plt Gubernurl Erry Nuradi l tahun 

2017. 

Penghargaanl percepatan cakupanl pemberian aktal kelahiran anakl dari 

Mentril Pemberdayaan Perempuanl dan Perlindunganl Anak RIl Yohana Susanal 

Yambise tahunl 2017, tenagal kesehatan teladanl tingkat Provinsi l Sumatera Utaral 

atas namal Hanisah lRambe, Puskesmas Sigambal l dan Dosmarial Sinaga, 

Puskesmasl Negeri Lamal dari Gubernur l Sumatera Utaral T. Erryl Nuradi tahunl 

2017, Tenagal kesehatan teladanl tingkat Provinsil Sumatera Utaral atas namal 

Fransiska lKristiani, Puskesmas Lingga l Tiga daril Gubernur Sumateral Utara 

lT.Erry Nuradil tahun 2018. 

Penghargaanl Kampung KBl terbaik tingkatl Provinsi Sumateral Utara Desal 

Pondok Batu l oleh Gubernurl Sumatera lUtara, Edy Rahmayadi l tahun 2018, 

Penghargaanl kinerja terbaikl II OPDl KB tingkatl Provinsi Sumateral Utara, Edyl 

Rahmayadi tahunl 2018 penghargaan l Kabupaten layak l anak, penghargaanl sekolah 

ramahl anak yangl di raihl MIN Padangl Bulan danl penghargaan Puskesmasl layak 

anakl yang diterimal Puskesmas Rantauprapatl yang mendapatl penghargaan daril 

Menteri Pemberdayaan l Perempuan danl Perlindungan anakl RI Yohanal Susana 

Yambisel tahun 2018, itulah sejarahl singkat perkembanganl pemerintahan 

Kabupatenl Labuhanbatu.76 

 

                                                             
76 Ibid 
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B. Letak Geografis Kabupaten Labuhanbatu 

Kabupaten Labuhanbatu adalahl salah satul daerah yangl berada dil kawasan 

Pantail Timur Sumateral Utara. Kabupatenl ini menempatil area seluasl 2.561,38 

lKm2 yang terbagil menjadi 9 Kecamatanl dan 98 ldesa/kelurahan ldefinitif. Secara 

lgeografis, Kabupaten Labuhanbatul berada padal 10 41’ – 2 0 44’ Lintangl Utara, 

22’ Bujur l Timur ldengan33’ – 10099 ketinggian l 0 sampail dengan 700 meterl di 

atasl permukaan llaut. Dengan lbatas-batas lwilayah: 

1) Sebelahl Utara : berbatasanl dengan Selatl Malaka danl Kabupaten 

Labuhanbatul Utara. 

2) Sebelahl Selatan : berbatasanl dengan Kabupatenl Labusel danl 

Kabupaten Padangl Lawas lUtara. 

3) Sebelahl Barat : berbatasanl dengan Kabupatenl Labuhanbatu lUtara 

4) Sebelahl Timur : berbatasanl dengan Provinsil Riau.77 

Musiml kemarau danl musim hujanl biasanya ditandail dengan sedikitl 

banyaknya haril hujan danl volume curahl hujan padal bulan terjadinya l musim. 

Selamal tahun 2021, lrata-rata haril hujan dil Kabupaten Labuhanbatul sebanyak 

11,64 haril per bulanl dengan lrata-rata curahl hujan 166,16 mml per lbulan.78 

 Kabupatenl Labuhanbatu memilikil 9 Kecamatanl dimana Kecamatanl Panai 

Tengahl merupakan kecamatanl terluas dengan l luas wilayah l mencapai 483,74 lkm2 

dan Kecamatanl Rantau Selatanl merupakan kecamatanl terkecil denganl luas 

wilayah l hanya 64,32 lkm2 79 

                                                             
77Badan Pusat Statistik Labuhanbatu 
78Ibid 
79 Ibid 
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Tabel 3.1: Luas Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu 

 

Kecamatan 

Luas Wilayah 

km2 % 

1. Bilahl Hulu 293.23 11.45 

2. Pangkatanl 355.47 13.88 

3. Bilahl Barat 202.98 7.92 

4. Bilahl Hilir 430.83 16.82 

5. Panail Hulu 276.31 10.79 

6. Panail Tengah 483.74 18.89 

7. Panail hilir 342.03 13.35 

8. Rantaul Selatan 64.32 2.51 

9. Rantaul Utara 112.47 4.39 

Labuhanbatu 2.561.38 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 

C. Keadaan Demografis Kabupaten Labuhanbatu 

Menurutl Kamus Besar l Bahasa Indonesial (KBBI) demografisl adalah ilmul 

tentang lsusunan, jumlah danl perkembangan lpenduduk, ilmu yangl memberikan 

gambaranl statistik mengenai l suatu bangsal dilihat daril sudut sosiall politik, ilmul 

kependudukan.80 Denganl demikian berbicaral mengenai keadaanl demografis, 

berartil berbicara tentangl keadaan lpenduduk, maka akanl diuaraikan sebagail 

berikut: 

a) Kependudukan 

Menurutl keterangan yangl penulis perolehl dari Badanl Pusat Statistikl 

Kabupaten Labuhanbatu l bahwa jumlahl penduduk Kabupatenl Labuhanbatu 

berdasarkan Jenis kelamin dapatl dilihat padal tabel lberikut: 

                                                             
80Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Dapartemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 212. 
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Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Kab. Labuhanbatu Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 

lLaki-laki 250.481 50,86%, 

Perempuanl 243.418 49,14% 

Jumlah 493.899 100% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021. 

Tabell 3.2 dil atas, dipahamil bahwa jumlahl keseluruhan pendudukl 

masyarakat Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan jenisl kelamin padal tahun 2021 

sebesarl 493.899 ljiwa, dengan perinciannya l adalah jumlahl penduduk masyarakatl 

berjenis kelaminl laki-lakil berjumlah 250.481 jiwal atau ataul 50,86%, danl jenis 

kelaminl perempuan berjumlahl sebanyak 243.418 jiwal atau 49,14%. Denganl 

demikian, secaral keseluruhan dapatl disimpulkan bahwal masyarakat Kabupaten 

Labuhanbatu sebagail berikut. 

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Kecamatan 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

Bilah Hulu 32,685 31,731 

Pangkatan 19,134 18,632 

Bilah Barat 20,305 19,648 

BilahHilir 30,333 29,037 

Panai Hulu 19,441 18,587 

Panai Tengah 21,177 19,966 

PanaiHilir 21,988 20,773 

Rantau Selatan 37,216 36,761 

Rantau Utara 48,202 48,283 

Jumlah 250,481 243,418 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021. 

Jumlahl penduduk Kabupatenl Labuhanbatu didominasi oleh jenisl kelamin 

llaki-laki yang lebihl banyak dibandingkan l penduduk lperempuan. Pada tahunl 2021 

jumlahl penduduk llaki-laki sebesarl 250.481 ljiwa. sedangkan penduduk l 

perempuan sebanyakl 243.418 jiwal dengan rasio jenis kelaminl sebesar 102,09. 
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Jumlahl penduduk terbanyak l terdapat dil Kecamatan Rantaul Utara yaitul sebanyak 

48,202 ljiwa, sedangkan penduduk l paling sedikitl berada dil Kecamatan Pangkatanl 

sebanyak 19.134 ljiwa. 

b) Agama 

Agamal yaitu tuntunanl bagi lmanusia. Maka jikal manusia salahl dalam 

mendalamil dan menghayatil agama, makal akan salahl pula kehidupanl yang ial 

jalani karenal agama merupakanl pedoman hidupl baik didunial maupun dil akhirat. 

Olehl sebab litu, dalam agama l yang di l tuntut adalahl suatu keyakinanl terhadap 

kekuasaanl yang Maha l Esa, sertal diiringi dengan l perbuatan mengabdikanl diri 

lkepadanya, dimana agama l yang dipercayai l oleh penganutnya l dan agamal 

mengandung maknal ikatan-ikatanl yang harusl di pegangl dan di l patuhi olehl 

manusia.81 

 Denganl demikian agamal dalam masyarakatl tidak bisal dipisahkan daril 

kehidupan lmasyarakat. Peranan agama l dalam masyarakatl pada kehidupanl 

manusia itul sendiri sangatl beperan. Kondisil keagamaan suatul wilayah sangat l 

penting untukl melihat kondisil umum dalaml kehidupan beragamal mereka.82 

 Olehl karena litu, untuk mengetahuil aspek keagamaanl yang ada l di 

Kabupaten Labuhanbatu, dapatl dilihat padal tabel berikutl ini: 

                                                             
81Hendropuspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hal. 111. 
82Ibid, hal.113. 
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Tabel 3.4 : Distribusi Penduduk Menurut Agama Kabupaten Labuhanbatu 

Agama Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 

Islam 373.105 75 % 

Protestan 60.048 12 % 

Khatolik 48.765 9 % 

Hindu 350 0,5 % 

Buddha 10.499 2 % 

Khonghucu 1.132 0,23 % 

Jumlah 493.899 Jiwa 100 % 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021. 

Daril tabel 3.4 dil atas, dapatl diketahui bahwal mayoritas pendudukl di 

Kabupaten Labuhanbatu adalah beragamal Islam. Mayoritas pendudukl kabupaten 

Labuhanbatu menganut agama Islam sebanyak (373.105jiwa), agama Protestan 

sebanyak (60.048jiwa), agamal Khatolik sebanyak l (48.865jiwa), agama l Hindu 

sebanyakl (250 jiwal), agama Buddha sebanyak l (10.499 jiwal) dan agamal 

Khonghucu sebanyak l (1.132 jiwal). Namun dalaml melaksanakan kegiatanl 

keagaman dil Kabupaten Labuhanbatu pastil adanya saranal ibadah dapatl dilihat 

tabell berikut lini: 

Tabel 3.5 : Sarana Tempat Ibadah Kabupaten Labuhanbatu 

Jenis Sarana Ibadah Jumlah 

Masjid 528 

Mushollah 245 

Gereja 340 

Vihara 11 

Khonghucu 1 

Jumlah 1.125 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut Tahun 2021. 

Berdasarkanl tabel 3.5 ldiatas, ternyata sarana l ibadah yangl paling banyak l 

tersedia dil Kabupaten Labuhanbatu yaitul masjid untukl ibadah orangl muslim. 

Karenal mayoritas yangl paling umuml penduduk Kabupaten Labuhanbatu 

menganutl agama Islaml sebanyak (373.105 jiwal), agama Protestan sebanyakl 
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(60.048 jiwal), agama Khatolikl sebanyak (48.865 jiwal), agama Hindu sebanyakl 

(250 jiwal), agama Buddha sebanyak l (10.499 jiwal) dan agamal Khonghucu 

sebanyakl (1.132 jiwa l). 

c) Kondisi Ekonomi (Mata Pencaharian) 

Keadaanl ekonomi masyarakatl merupakan suatul perangkat utamal dalam 

membantul aktivitas kehidupanl suatu masyarakatl sebab ekonomil adalah suatul alat 

ataul sarana untukl mencapai kebahagiaanl hidup didunia l ini. Denganl kata llain, 

manusia tidakl terlepas daril kegiatan ekonomil untuk memenuhil kebutuhan lsehari-

hari.83 

Secaral umum, perekonomianl masyarakat Desal Cinta Rakyatl ditopang 

olehl beberapa matal pencaharian masyarakatl dan bidangl kegiatan perekonomianl 

lainnya. Berikutl kondisi perekonomianl Kabupaten Labuhanbatu dibawahl ini: 

Tabel 3.6 : Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu 

JenisPekerjaan Jumlah (Jiwa) Presentasi (%) 

Pertanian 80.930 27,74% 

Perkebunan 138.854 47,60 

PNS 5.252 1,80 

Jasa-jasa 66.638 22,84% 

Jumlah 291.674 100% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021. 

 Daril tabel 3.6 dil atas, dapatl disimpulkan bahwal jenis pekerjaanl 

masyarakat Kabupaten Labuhanbatu lberbeda-beda, namunl mayoritas masyarakatl 

kabupaten labuhanbatu bekerjal sebagai perkebunan. Maka dari itu Kabupatenl 

Labuhanbatu merupakanl salah satul sentra produksil kelapa sawitl di Sumateral 

Utara denganl luaskebun 108.809,91 lha, yang terdiril dari perkebunanl rakyat 

                                                             
83M.Jakfar Puteh, Sumber Ekonomi Rakyat Indonesia (Yogyakarta: Grafindo Lentera 

Media, 2019), hal. 35. 
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32.463 hal dan perkebunan besar 76.346,91 lha, dengan totall produksi 

1.994.261,32 lton. 

d) Pendidikan 

 Padal dasarnya pendidikanl merupakan suatul hal yangl paling lpenting, 

dimana denganl adanya pendidikanl seseorang secaral langsung akanl 

mempengaruhi polal pikir danl pengetahuan. Hall ini dil sebabkan pendidikanl 

merupakan alatl untuk mencapail kehidupan manusial karena melaluil pendidikan 

manusial dapat mencapail tujuan hidupl yang lebihl baik. 

 Pendidikanl adalah usahal dan terencanal untuk mewujudkanl suasana 

belajarl aktif mengembangkanl potensi dirinyal untuk memilikil kekuatan sprituall 

keagamaan, pengendalianl diri, akhlakl mulia sertal keterampilan yangl 

diperlakukan dirinya l dan lmasyarakat, bahkan dalam l bangsa danl bernegara. 

Majunyal negara dapatl di lihatl dari perkembanganl pendidikan yangl dikelola olehl 

negara ltersebut.84 

 Gambaranl di atasl membuktikan bahwal begitu pentingnya l permasalahan 

pendidikanl bagi kehidupanl manusia itul sendiri, sehingga l dengan pendidikanl 

harkat danl martabat dapatl di junjungl tinggi. olehl sebab itul untuk mengetahuil 

lebih jelasl tingkat pendidikanl yang adal di ltengah-tengah masyarakatl Kabupaten 

Labuhanbatu dapatl dilihat melaluil persentase pendidikanl yang adal sesuai dengan l 

tingkatannya. Sebagaimana l dapat dilihatl dari tabell berikut lini: 

                                                             
84Merly Cahaya, Pendidikan Generasi Bangsa Indonesia, Vol II No.1, Desember 2019, 

hal. 215. 
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Tabel 3.7. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 

SD/MI 64.261 55,29% 

SMP/MTS 30.323 26,09% 

SMA/SMK/MA 21.638 18,61% 

Jumlah 116.222 100% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021. 

 Penjelasan tabell 3.7 diatas dapat dipahami pada tahun 2021 jumlah siswa 

di tingkat SD/MI sebanyak (64.261 jiwa) dengan jumlah sekolah sebanyak 287, 

untuk tingkat SMP/MTS sebanyak (30.323 jiwa) dengan jumlah sekolah sebanyak 

124, dan SMA/SMK/MA sebanyak (21.638 jiwa) dengan jumlah sekolah 

sebanyak 88. 

e) Suku Bangsa 

 Komposisi l penduduk menurutl suku bangsa l di Kabupaten l Labuhanbatu 

didominasil oleh sukul Batak, yaitul 179.816 ljiwa. Sedangkan suku l Jawa 

merupakanl suku kedual yang memilikil penduduk lterbanyak, yaitu 162.652 

ljiwa.Suku melayu l menempati urutanl ketiga, yaitul 27.242 ljiwa. Jika kital kaitkan 

denganl sejarah, Kabupatenl Labuhanbatu pernahl dikuasai olehl Kerajaan Bilahl 

yang merupakansalah satul Kerajaan Melayu l terbesar dill Sumatera lUtara. Namun 

sukul bangsa melayu l tidak merupakanl suku terbesarl jumlah lpenduduknya. 

D. Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu 

a) Visi-Misi 

(a) Visi : 

“Terwujudnya l Masyarakat Labuhanbatu Yangl Berkarakter, Majul Dan 

Sejahtera Tahun 2024” 
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(b) Misi : 

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Merakyat, Bersih Dan 

Profesional 

2. Meningkatkan Pembangunan Dan Kualitas Infrastruktur Dengan 

Mengacu Kepada Prinsip Prioritas Pembangunan Yang Merata 

Dan Berkeadilan. 

3. Meningkatkanl Kehidupan Masyarakatl Di Bidangl Keagamaan, 

Sosiall Dan lBudaya. 

4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berbasis Potensi 

Daerah Seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan. 

5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Membangun Karakter 

Dan Sumber Daya Manusia. 

6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Memperbaiki 

Kualitas Hidup Masyarakat. 

7. Mengurangi Angka Pengangguran Dengan Meningkatkan l Kualitas 

Danl Produktivitas Sumberl Daya lManusia. 

8. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan 

Dan Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Koperasi, UMKM 

Dan Industri Kecil. 

9. Mengembangkan Potensi Wisata Daerah Dan Industri Kreatif. 

10. Meningkatkanl Kebersihan, lKeamanan, Ketertiban, Keindahanl Dan 

Kekeluargaanl di Tengah l Kehidupan lMasyarakat. 



63 
 

63 
 

(c) Struktur Organisasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang 

Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten 

Labuhanbatu. 

Upahl merupakan salahl satu komponenl penting dalaml dunia 

ketenagakerjaanl karena berkaitanl langsung dengan l kesejahteraan pekerja/buruh. 

Pekerja membutuhkanl upah untukl memenuhi lkebutuhan, di sisil lain lembagal 

keuangan memberil upah untukl meningkatkan kinerjal pekerja danl 

mempertahankan loyalitasnya l dalam lbekerja. 

Pemaparanl tentang pengupahanl terhadap pekerja penyapu jalan di 

Kabupaten Labuhanbatu merupakan l hasil penelitianl berdasarkan temuanl di 

lapanganl yang diperolehl dari wawancaral dengan Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan Pekerja Penyapu Jalan. 

Laporan l disusun berdasarkanl pokok-pokokl wawancara sebagail berikut: 

Sistem l pengupahan merupakan l kerangka bagaimana l upah diaturdan 

ditetapkan l agar dapat l meningkatkan kesejahteraan l pekerja. Pengupahan l di 

Indonesia l pada umumnya l didasarkan kepada l tiga fungsi l upah, lyaitu:85 

a) menjamin l kehidupan yang l layak bagi l pekerja dan l keluarganya; 

b) mencerminkan l imbalan atas l hasil kerja l seseorang; 

c) menyediakan l insentif untuk l mendorong peningkatan l produktivitas 

lpekerja. 

                                                             
85Rini Suliaswati, “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia” jurnal EKSOS, vol. 8 no. 3 Oktober 2013, 

hal. 7. 
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Oleh karena itu, pada dasarnya perlindunganl hukum Pengupahan terhadapl 

Pekerja/Buruh l sudah dil atur dil dalam Peraturanl Pemerintah Nomor 36 tahunl 

2021 tentangl Pengupahan sebagai berikut:86 

PASAL 1 
1) Upah l adalah hak l pekerja yang l diterima dan l dinyatakan dalam l 

bentuk uang l sebagai imbalan l dari pengusaha l atau pemberi l kerja 

kepada l pekerja yang l ditetapkan dan l dibayarkan menurut l suatu 

perjanjian l kerja, lkesepakatan, atau peraturan l perundang-

lundangan, termasuk tunjangan l bagi pekerja l dan keluarganya l atas 

suatu l pekerjaan dan l/atau jasa l yang telah l atau akan l dilakukan. 

2) lPekerja/buruh adalahl setiap orangl yang bekerjal dengan menerimal 

upah ataul imbalan dalaml bentuk llain. 

 

PASAL 2 
1) Setiap l pekerja/buruh l berhak memperoleh penghasilan yang l 

memenuhi penghidupan yang layak l bagi lkemanusiaan. 

2) Setiap l pekerja/buruh l berhak memperoleh l perlakuan yang l sama 

dalam l penerapan sistem l pengupahan tanpa l diskriminasi.  

3) Setiapl Pekerja/Buruhl berhak memperolehl Upah yangl sama 

untukl pekerjaan yangl sama lnilainya. 

 

PASAL 3 
Hakl pekerja/buruhl atas upah l timbul padal saat terjadinya hubungan l kerja antaral 

pekerja/buruhl dengan pengusahal dan berakhirl pada saatl putusnya hubungan l 

kerja. 

 

Adapun sistem pengupahanl yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Terhadap pekerja penyapu jalan 

berdasarkan hasil wawancara bersama dengan ibu Yuli Rofa Siregar, S.H selaku 

Kasi Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu yang mengatakan: “Sistem upah 

pekerja penyapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Labuhanbatu itu 

merupakan sistem Upah Harian, namun pengupahannya dilakukan dalam 

bulanan.”87 

                                                             
86Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 
87Yuli Rofa, Kasi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, 

wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu. 
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 Menguatkan hasill wawancara diatasl peneliti jugal melakukan wawancaral 

dengan ibu Yusliana Pohan sebagai penyapu jalan, ia mengatakan: ”Pengupahan 

kami itu terhitung upah harian, tapi gajinya dikeluarkan setiap bulanan”88 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dapat dipahami sistem Upah 

yang dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu kepada 

pekerja penyapu jalan ialah sistem upah harian, yang dimana pekerja penyapu 

jalan yang telahl melakukan pekerjaanl dihitung secaral harian ataul berdasarkan 

tingkatl kehadiran. Upahl harian dibayarkanl secara harianl hanya kepadal pekerja 

yangl status perjanjianl kerjanya harianl lepas. Upahl harian hanya akan diberikan 

berdasarkan kehadiran pekerja, jika tidak hadir maka tidak akan diberikan upah. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu Yusliana Pohan sebagai penyapu jalan: 

“kita itu diupah kalau masuk kerja, jika tidak masuk kerja ya upah kita 

dipotong”89. Hal ini senada dengan Bapak Junior Ahmad, Selaku Kasi 

Pengurangan Sampah:“kita ada sebuah perjanjian di awal, bahwa telah 

disampaikan mengenai sistem upah pekerja penyapu jalan ini, diantaranya upah 

mereka terhitung ketika mereka hadir bekerja dan sebaliknya jika tidak masuk 

bekerja maka upah dipotong”90 

 Berdasarkanl hasil wawancaral diatas dapatl disimpulkan bahwal mengenai 

sisteml upah padal pekerja penyapu jalan telah disampaikan dan disepakati di awal 

sebelum para pekerja penyapu jalan melakukan pekerjaan. Kesepakatan ini telah 

dilakukan antara pekerja penyapu jalan dengan pemberi kerja bahwa sistem upah 

                                                             
88Yusliana Pohan, Penyapu Jalan, wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu. 
89Yusliana Pohan, Penyapu Jalan, wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu. 
90Junior Ahmad, Kasi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, 

wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu. 
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pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu 

merupakan sistem upah harian dan pengupahan dilakuakan pada bulanan. 

 Pemberianl upah harusl memenuhi prinsipl keadilan mengacul kepada 

proporsionalitasl pemberian gajil dengan memperhitungkanl prestasi, danl 

senioritas. Pemberianl upah hendaknya l mengacu kepadal kebutuhan pekerja danl 

keluarganya, sesuail dengan besaranl gaji yangl diterima daril pekerjaan yangl sama. 

Berkaitan dengan besaran upah yang diberikan kepada pekerja penyapu jalan`, 

peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yuli Rofa selaku penanganan sampah 

DLH Labuhanbatu` sebagaimana dalam kutipan berikut ini: “Besaran upah pada 

pekerja penyapu jalan itu per harinya Rp. 35.000 dan jikalau dihitung 

bulanannya mereka menerima Rp. 1.150.000. jadi segitulah besaran upah 

mereka”91 

Informasi yang hampir sama dikatakakan oleh Susanti Yunita,Penyapu 

Jalan di Kabupaten Labuhanbatu` yang mengatakan l menerima upahl setiap lbulan, 

tetapi memangl belum mencukupil untuk kebutuhanl sehari-lhari.Sedangkan setiap 

bulan saat ini baru memperoleh Rp. 1.150.000. “upah per hari Rp. 35.000 

dibilang cukup, ya pas pasan la untuk makan sehari-hari tetapi kalau mau beli 

sesuatu selain dari makan, pangan ya harus nabung dulu” (ujarnya ibu 

susanti).92 

Dapat dipahami diatas bahwa besaran Upah pekerja penyapu jalan sebesarl 

Rp. 35.000, (Tigal Puluh Lima l Ribu Rupiahl) untuk setiap harinya dan l dibayarkan 

dilakukan dalam akhir bulan yang diterima sebesar Rp. 1.150.000, (Satu Juta 

                                                             
91Yuli Rofa, Kasi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, 

wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu. 
92Susanti Yunita, Penyapu Jalan, wawancara, 11Januari 2022, Labuhanbatu. 
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Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun permasalahan antara pekerja dan 

pemberi kerja selalu saja terjadi sebagaimana terdapat keluhan para pekerja 

penyapu jalan yang selalu terletak pada pengupahan, mulai dari pengupahan yang 

tidak tepat waktu bahkan pernah terjadi tidak dibayarnya upah.Seperti dikatakan 

oleh ibu Jurita Hasibuan, Penyapu Jalan: “Selama bertahun-tahun ibu bekerja 

penyapu jalan, memang pernah upah kami itu tidak dibayar nak, itulah salah satu 

kekecewaan kami selama bekerja sebagai penyapu jalan. Kami itu kecewanya 

kalau kami itukan telah menyelesaikan pekerjaan kecuali kami tidak melakukan 

pekerjaan ya tidak apa-apa kalau tidak dibayar.”93. Selanjutnya hasil wawancara 

dengan ibu Erna, Penyapu Jalan juga mengatakan: “upah kami pernah tidak 

dibayar selama ibu bekerja sebagai penyapu jalan, ya satu bulan la tak dibayar 

upah kami. Namun apalah daya kami ini yang membutuhkan pekerjaan. sekarang 

susah cari pekerjaan”94 

 Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa Hak Pekerja 

penyapu jalan di Kabupaten Labuhanbatu masih terabaikan.sehingga penulis 

dapat memahami bahwa Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu belum 

menerapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Hakl 

tenaga kerjal itu adalahl tanggung si pemberi kerja, lHal-hal yangl menjadi lhak-hak 

pekerjal adalah: 

1) Hakl untuk memperolehl pekerjaan, hakl atas kerjal juga merupakanl salah 

satul hak asasi l manusia karenal kerja berkaitanl dengan hakl atas lhidup, 

yaitu hakl atas hidupl yang llayak. 

                                                             
93Jurita Hasibuan, Penyapu Jalan, wawancara, 12 Januari 2022, Labuhanbatu. 
94Erna, penyapu Jalan, Wawancara, 12 Januari 2022, Labuhanbatu. 
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2) Hakl atas upahl sesuai dengan l yang ada l dalam lperjanjian, hak atasl upah 

yangl adil merupakanl hak legall yang diterimal dan dituntutl seorang pekerja 

sejakl ia mengikatl diri untukl bekerja padal suatu lperusahaan. 

3) Hakl untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, pada l 

prinsipnya semual pekerja harusl diperlakukan secaral sama, secaral adil 

yangl artinya tidakl boleh adal diskriminasi dalaml perusahaan. 

4) Hakl atas jaminanl sosial, terutamal sekali menyangkut l bahaya-bahaya l yang 

dialamil oleh seorang pekerjal dalam melakukanl pekerjaan.95 

Adapunl yang menjadil faktor atau hambatan Tentang upah pekerja 

penyapu jalan tidak dibayar di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya Keuangan 

Daerah (Financial) yang tidak memadai sehingga Pemerintahan Kabupaten 

Labuhanbatu tidak mampu membayar upah para pekerja penyapu jalan. Seperti 

dikatakan Ibu Yuli Rofa, Kasi Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu: “adapun 

kendala mengenai upah pekerja penyapu jalan yang tidak dibayar itu disebabkan 

beberapa faktor salah satunya keuangan daerah kosong atau bisa dibilang uang 

untuk pengupahan mereka itu memang tidak memadai atau tidak cukup.96 Bapak 

Ahmad Junior, Kasi Pengurangan Sampah DLH Kabupaten Labuhanbatu 

menambahkan:“dan sumber upah pekerja penyapu jalan tersebut, berasal dari 

anggaran keuangan daerah kabupaten labuhanbatu”97 

 Dari hasil penjelasan diatas peneliti dapat memahami bahwa Implementasi 

Peraturanl Pemerintah lNo. 36 Tahun l 2021 Tentangl Pengupahan Terhadapl Upah 

                                                             
95Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), hal. 166. 
96Yuli Rofa, kasi penanganan sampah, wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu. 
97Ahmad junior, kasi pengurangan sampah, wawancara, 13 Januari 2022 Labuhanbatu. 



70 

 

 

Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana. Bagi 

sebagian upah dan pekerja pada Peraturan Pemerintah tersebutl merupakan 

pelindung hakl mereka yangl dijamin pemerintahl dan merupakanl pelindung daril 

perusahan, instansi atau badan hukum yang sering memperlakukan pekerja atau 

tenaga kerja semena-mena. Peraturan Pemerintah pengupahan tersebut menjadi 

sorotan utama dalam pelaksanaanya di lapangan, bagaimana mengkoordinir, 

menerapkan dan menginterprestasikan peraturan pemerintah tersebut sesuai 

dengan apa yang tertulis. 

Implementasi Peraturanl Pemerintah No. 36 Tahunl 2021 Tentangl 

Pengupahan terhadap pekerja penyapu jalan di Kabupaten Labuhanbau dalam 

praktiknya belum terlaksana. khususnya terkait kebijakan pengupahan dan 

pembayaran hak dan kewajiban karenal masih banyaknya l penyimpangan yangl 

terdapat dalaml pelaksanaan Peraturan Pemerintah ltersebut. Hal ini terbuktil dari 

keluhanl dan keresahan para pekerjal penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu 

dimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu 

sebagai pemberi kerja belum membayarkan upah pekerja penyapu jalan maka hak 

pekerja maupun kewajiban pemberi kerja belum terpenuhi. Selain belum 

terpenuhi, penerapan Peraturan Pemerintah dalam praktinya di Labuhanbatu 

dalam sikap dan pelaksana kebijakan juga tidak memiliki prinsip asas keadilan 

dalam pelaksanaanya dimana para pekerja penyapu jalan telah melakukan 

kewajibannya namun upah sebagai hak para pekerja belum dibayarkan. 
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B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah 

No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja 

Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu 

Fiqhl siyasah berasall dari dual kata, yaitul fiqh danl siyasah. Fiqhl secara 

etimologil berasal daril kata lFaqaha-yafqahu-fiqhanl berarti pahaml yang 

lmendalam.98 Sedangkan secaral terminologi menurutl wahbah laz-Zuhaili 

mendefenisikanl fiqh ladalah:99 “Pengetahuanl tentang hukuml syara’ yangl 

berhubungan denganl amal lperbuatan, yang digalil dari dalill yang lterperinci.” 

Sedangkanl kata siyasahl berasal daril kata lsasa-yasusu berartil mengatur, 

mengurusl dan lmemerintah, atau lpemerintahan, politik, danl pembuatan 

lkebijaksanaan. maka, pengertian l ini menandakanl bahwa tujuanl siyasah adalahl 

mengatur, lmengurus, dan membuatl kebijaksanaan atasl sesuatu yangl bersifat 

lpolitis.100 Secara lterminologi, siyasah didefenisikanl oleh olehl para ahlil 

diantaranya Abdull Wahab Khallafl mendefenisikan bahwal “siyasah adalahl 

pengaturan perundanganl yang diciptakanl untuk memeliharal ketertiban danl 

kemashlahatan serta l mengatur lkeadaan”.101 Louis Ma’rufl menyatakan bahwal 

“siyasahl adalah membuatl kemashlahatan manusia l dengan membimbingl mereka 

kel jalan lkeselamatan”. Ibn Manzhurl mengartikan siyasahl adalah “mengaturl atau 

memimpinl sesuatu yangl megantarkan manusia ke l pintu lkemashlahatan”.102 Dari 

pengertianl fiqh danl siyasah ldiatas, maka dapatl diartikan bahwal fiqh siyasahl 

                                                             
98 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam (Jakarta: P3M, 2005), hal. 15. 
99 Arianti, Ushul Fiqh, diambil dari https://studylibid.com/doc/237522/2.-ushul-fiqh, 

Pada tanggal 31 Januari 2022. 
100 Ibn Manzhur, lisan al-arab, juz 6 (Birut: Dar al-shadr, 1968), hal. 108. 
101 Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah al-syari’yyah (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hal. 4-

5. 
102 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin politik Islam), hal.4. 
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merupakan salahl satu kajianl hukum Islaml yang membahasl dan membicarakanl 

tentang pengaturanl dan pengurusanl kehidupan umatl manusia baikl secara 

bernegaral dengan tujuanl demi mencapail kemaslahatan bagil manusia itul 

sendiri.103 Fiqhl siyasah jugal dapat diartikanl sebagai ilmul yang mempelajaril seluk 

belukl pengaturan urusanl umat danl negara denganl segala bentukl hukum, 

pengaturanl dan kebijakanl yang dibuatl oleh pemegangl kekuasaan yangl sejalan 

denganl dasar dasarl syari’at untukl mewujudkan kemaslahatanl umat. lSumber-

sumber pokokl fiqh siyasahl adalah lAl-Qur‟an danl As-lSunnah. Kedua sumberl 

inilah yangl menjadi acuanl bagi pemegangl kekuasaan untukl menciptakan 

lperundang-undangan danl mengatur lkekuasaan.104 

Dalaml Fiqh siyasahl mempunyai peranl untuk melakukanl kebijakan-

kebijakanl politik yangl mengacu kepadal kemaslahatan melaluil peraturan yangl 

tidak bertentanganl dengan ldasar-dasar hukum Islam. Makal dalam hall yang 

berhubunganl terhadap Implementasil Peraturan Pemerintah lNo. 36 Tahunl 2021 

Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten 

Labuhanbatu inil termasuk kedalaml kajian Siyasahl Dusturiyah. Menurutl 

Muhammad Iqball yang tertuangl di dalaml bukunya “Konstektualisasi l doktrin 

politik Islam” Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqhl siyasah yangl membahas 

masalahl perundang-undanganl negara. Dalaml bagian inil dibahas antaral lain 

konsep legislasil (menerapkan bagaimanal cara perumusanl undang-lundang), 

lembaga demokrasil dan syural yang merupakanl pilar pentingll dalam lperundang-

undangan ltersebut. Selain litu, kajian inil juga membahasl konsep negaral hukum 

                                                             
103 Ibid, hal. 7. 
104 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI 

Press, 2004), hal. 2-3. 
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dalaml siyasah danl hubungan timball balik antaral pemerintah danl warga lnegara. 

Sehingga tujuanl peraturan lperundang-undangan dalaml hal inil untuk 

merealisasikanl kemaslahatan manusia l dan untukl memenuhi kebutuhanl manusia 

yangl merupakan prinsipl fiqh siyasahl dusturiyah. Karenal itu, objekl kajian 

Siyasahl Dusturiyah adalahl membuat peraturanl dan lperundang-undangan yangl 

dibutuhkan gunal untuk mengaturl negara sesuail dengan lpokok-pokok ajaranl 

Islam.105 Upahl sebagai salahl satu fungsil penting dalaml manajemen sumberl daya 

manusial dan padal dasarnya upahl didefinisikan sebagail balas jasal yang adill dan 

layakl diberikan kepadal para pekerjal atas ljasa-jasanya dalaml mencapai tujuanl 

organisasi.106 

Ketentuan dalam pembayaran upah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu ini berdasarkan kesepakatan dengan 

pekerja penyapu jalan bahwa upah yang diterima adalah sistem upah harian dan 

pengupahannya dilakukan pada bulanan yaitu diberikan pada akhir bulan 

selanjutnya adapun gender pekerja penyapu jalan di kabupaten Labuhanbatu 

adalah wanita. Namun permasalahan dilapangan masih ada terjadi pada upah para 

pekerja penyapu jalan yang belum dibayarkan sehinggal Pandangan fiqhl siyasah 

terhadapl implementasi peraturanl pemerintah lno. 36 tahunl 2021 tentangl 

pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu 

masuk kedalam konteks siyasah dusturiyah yang dimana Peraturan Perundang-

undang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini peneliti 

memahami bahwa seharusnya upah yang merupakan hak pekerja penyapu jalan 

                                                             
105 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Konstektualisasi doktrin politik Islam), hal. 177. 
106 Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana 

Pensiun (Jakarta: Visimedia,2009), hal. 33. 



74 

 

 

harus dipenuhi dimana para pekerja penyapu jalan tersebut telah menyelesaikan 

pekerjaanya. Dalam Islam telah dijelaskan, Rasulullah SAW. Bersabda: 

 أعَْطُواالأجَِيرَأجَْرَهُقَبْلََنَْيَجِفَّعَرَقهُُُ
“Berikanlah upah buruh sebelum keringat mereka kering”107 

Dari hadits diatas dapat l dipahami bahwal apabila buruhl itu telahl 

melaksanakan ataul menyelesaikan pekerjaanl yang dibebankanl kepadanya, makal 

perusahaan wajibl membayarkan lupahnya, karena dalam Islam sangat menghargai 

nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

dalam Islam tidak boleh semena-mena dalam memberikan upah bagi para pekerja, 

karena dalam Islam dituntut harus adil dalam memberikan upah. 

Adil l dalam pengupahanl yaitu tidakl terjadi tindakanl aniaya terhadapl orang 

lainl juga tidakl merugikan kepentingannya l sendiri, majikanl membayar paral 

pekerja denganl bagian yangl seharusnya merekal terima sesuail dengan 

lpekerjaannya. Dalam perjanjianl (tentang upahl) kedua belahl pihak diperingatkanl 

untuk bersikapl jujur danl adil, sehingga l tidak terjadil tindakan aniaya l terhadap 

orangl lain sertal tidak merugikanl kepentingan lsendiri. Pekerja ataul buruh akanl 

menerima upahl adalah untukl memenuhi kebutuhanl hidupnya lsehari-hari ataul 

dengan katal lain untukl kebutuhan lekonominya. 

Berdasarkanl penjelasan dil atas peneliti memahami bahwa l masih terdapatl 

ketidakadilan dalam pemberian upah l yang seharusnya diberikanl kepada pekerjal 

penyapu jalan yangl telah bekerja penuh. Hal ini tidak sesuai l dengan perjanjianl 

yang telahl disepakati antara kedua l belah lpihak. Dalam ajaran Islam tidakl boleh 

lsemena-mena dalaml memberikan upahl bagi pekerja, karena dalam l ajaran Islam 

                                                             
107 Ibnu Majah, Kitab Hukum-Hukum (No. 2434). 
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dituntut harus adil dalam memberikan upah. Setiapl pekerja ataul buruh berhakl 

untuk memperolehl penghasilan yangl memenuhi kehidupan yangl layak bagi l 

manusia. Penghasilanl ini berupal upah yangl dibayarkan olehl pemberi pekerja ataul 

perusahan atasl kerja yangl dilakukan olehl pekerja ataul buruh. 

Setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pekerja atau buruh maka 

seorang majikan (pemberi kerja) harus memberikan hak atas pekerja tersebut 

berupa upah yang layak atau sesuai dengan pekerjaannya bukan dieksploitasi 

tenaga untuk memenuhi target pasar atau target pekerjaannya tanpa 

mengutamakan hak sesuai dengan tanggung jawab. 

Ditinjau dari fiqh siyasah menurut Islam dan Al-Quran, sangat 

diperhatikan terutama masalah upah khusunya terhadap upah pekerja penyapu 

jalan di labuhanbatu. Dalam Islam memerintahkan kepada si pemberi kerja 

khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten 

Labuhanbatu agar segera membayarkanl upah kepadal pekerja penyapu jalan yangl 

telah menyelesaikanl pekerjaannya. Karena dalam Islam telah dijelaskanl bahwa 

memberikanl upah kepadal seseorang yangl telah selesail bekerja hukumnyal adalah 

lwajib. Jadi, peneliti dapat menanggapi bahwa Upah pekerja penyap jalan di 

Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dibayar, hal tersebut pelaksanaannya belum 

sepenuhnya sesuai dengan ajaran yang l telah ditetapkan olehl Para lUlama, Al-

Quranl dan agama Islam karena hal itu akan menyulitkan kedua belah pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuail dengan hasill penelitian yangl penulis susun l dalam skripsil ini, diperkuatl 

dengan ldata-data daril lapangan terkaitl Implementasi Peraturan Pemerintah lNo. 

36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan 

Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu), 

Makal dapat disimpulkanl bahwa: 

a) Implementasil Peraturan Pemerintah lNo. 36 Tahunl 2021 Tentangl Pengupahan 

Terhadapl Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu belum 

terlaksana. Sebab masih ada terdapat upah yang merupakan hak pekerja 

penyapu jalan yang belum terpenuhi. Adapun faktor atau kendala atas ketidak 

implementasi Peraturanl Pemerintah lNo. 36 tahunl 2021 tentangl pengupahan 

terhadap upahl pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu ialah dari segi 

keuangan daerah (financial) yang tidak memadai atau tidak stabil sehingga 

pemerintahan kabupaten labuhanbatu tidak dapat untuk membayar upah para 

pekerja penyapu jalan tersebut. Dengan faktor tersebut maka demikian tidak 

terwujudnyalah implementasi peraturan l pemerintah lno. 36 tahunl 2021 

tentangl pengupahan terhadapl upahl pekerja penyapu jalan di kabupaten 

labuhanbatu. 

b) Pandanganl Fiqh Siyasah l Terhadap Implementasil Peraturan Pemerintah lNo. 

36 Tahunl 2021 Tentang Pengupahan Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten 

Labuhanbatu masuk kedalam konteks pembahasan siyasah dusturiyah yaitu 
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membahas masalah perundang-undangan. Hasil penelitian dalam 

implementasi peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021 terhadap upah pekerja 

penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu bahwa pelaksanaannya di lapangan 

belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah ataupun syari’at Islam. sebab 

upah yang merupakan hak pekerja penyapu jalan masih belum terpenuhi. 

Padahal dalam Islam telah dijelaskan sebagaimana Rasullulah SAW bersabda: 

“Berikanlah upah buruh sebelum keringat mereka kering” dapat dipahami 

bahwa apabila buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya, maka perusahaan wajib membayarkan upahnya. 

Dengan demikian pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi no. 36 tahun 

2021 tentang pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten 

labuhanbatu bahwa pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya sesuai 

dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Para Ulama, Al-Quran dan agama 

Islam. 

B. Saran 

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu agar lebih 

memperhatikan lagi para pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu, dengan 

meningkatkan kesejahteraan para pekerja penyapu jalan baik dari segi upah dan 

lainnya dan dapat melakukan komunikasi dengan baik antara pemerintahan daerah 

kabupaten labuhanbatu dengan penyapu jalan. Berlaku adil, sehingga tidak terjadi 

tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. 
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Penelitian yang ditulis dalam skripsi oleh Siti Maesaroh (2019) Fakultas Syariah 

Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di 

Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” 

 

Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal hukum oleh Putu Gde Aditya (2018) 

Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul ”Keterlambatan 

Pembayaran Upah Pekerja Oleh Pt Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya 

Menurut Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. 
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D. WAWANCARA 

Supardi Sitohang, Kabid Pengelolahan Sampah dan Limbah DLH Labuhanbatu, 

Wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu. 

 

Yuli Rofa, Kasi Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu, Wawancara, 13 Januari 

2022, Labuhanbatu. 

 

Junior Ahmad, Kasi Pengurangan Sampah DLH Labuhanbatu, Wawancara, 13 

Januari 2022, Labuhanbatu. 

Yusliana Pohan, Penyapu Jalan, Wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu. 

 

Susanti Yunita, Penyapu Jalan, Wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu. 

 

Jurita Hasibuan, Penyapu Jalan, Wawancara, 12 Januari 2022, Labuhanbatu. 

Erna, Penyapu Jalan, Wawancara, 12 Januari 2022, Labuhanbatu. 
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